SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN

PUBLIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

MUHAMMAD NUR HIDAYAT

Nomor Induk Mahasiswa : 105611125919

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025



EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN

PUBLIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh :
MUHAMMAD NUR HIDAYAT

Nomor Stambuk : 105611125919

Kepada:
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

Nama Mahasiswa : Muh. Nur Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa  : 105611125919

Program Studi : llmu Administrasi Negara
Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Ia

7
Dr. Hj. Sudarmi, M.Si. Ahmad Syarif\§.Sos.,M.I. Kom

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Nl

‘Thyani Sos., M. Dr. Nur Wahid, S. Sos., M,Si
““"NBM: 730 727 NBM : 991 742

il



HALAMAN PERSETUJUAN TIM
Telah diterima oleh penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik Universitas Muhammadiah Makassar Nomor
0337/FSP/A.4-11/1/47/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan
memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Administrasi Negara yang
dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 7 bulan Januari Tahun 2025.

TIM PENILAI

Ketua

)

Dr.Hj. Ihyani Malik,S.Sos.,M.Si Dr. Andi Lyghur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 730 727 NBM : 9921797

PENGUJI
1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si )
2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si ( L )
@iipss
3. Ahmad Syarif,S.Sos.,M.I.Kom ( )"‘ )
] v

4. Muh. Amril Pratama Putra, S.IP., MLAP  ( /% . )

v



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 105611125919

Program Studi . llmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil
plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan
apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah

Makassar.

Makassar, 08 Januari 2025

Yang Menyatakan,

Muhammad Nur Hidayat



ABSTRAK

Muhammad Nur Hidayat, 2025, dengan judul “Efektivitas Pelayanan Pada Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024”. Dibimbing oleh
Hj. Sudarmi dan Ahmad Syarif

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas pelayanan pada Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar. Metode penelitian yang
digunakan merupakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif.sumber data yang
digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan informan
berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi,
wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu
reduksi data, penyajian data dan verivication.

Dalam penelitian yang menggunakan lima indikator pelayanan dianataranya yaitu,
Tangibles (bukti fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap),
Assurance (jaminan), Empathy(empati) sudah berjalan dengan baik. Sehingga
hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan publik di kantor Mal
pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar di dapatkan dari hasil wawancara
dapat di kategorikan Efektif.

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kinerja Pegawali, Efektifitas Pelayanan
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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Keputusan Menteri
Pendayaguaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan publik
termasuk segala jenis pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah
di pusat, daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik barang dan
atau jasa (Rendi, 2019)

Pelayanan publik saat ini merupakan suatu bentuk cerminan
pemerintah  ditengah masyarakat didalam berinteraksi serta
memberikan suatu kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam
mempermudah dan memperlancar urusan administrasi. Menghadapi era
modern yang penuh tantangan sekaligus peluang, sudah seharusnya
pemerintah daerah menyadari bahwa hal yang perlu dibenahi dalam
proses pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan publik secara
cepat, efisien dan bisa memenuhi harapan masyarakat (N. H. Saputra,
2023)

Prasuraman(1990) mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi

utama dalam menilai kualitas pelayanan publik yaitu (1) Tangibles atau



berwujud yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai,
dan sarana komunikasi; (2) Realibility atau kehandalan yang meliputi
kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan tepat waktu
dan memuaskan; (3) Responsiveness atau ketanggapan Vyaitu
kemampuan para staf untuk membantu para pelanggan dan
memberikan pelayanan yang tanggap; (4) Assurance atau jaminan yang
mencakup kemampuan, kesopanan, bebas dari bahaya resiko atau
keraguan; serta (5) Emphaty yaitu. mencakup kemudahan dalam
melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan
para pelanggan dengan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kualitas
pelayanan merupakan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan
sesuai dengan standar pelayanan yang telah dilakukan sebagai pedoman
dalam memberikan layanan. Aparatur dalam memberikan pelayanan
harus berorientasi kepada masyarakat sehingga menciptakan pelayanan
yang berkualitas. Disamping itu faktor pertumbuban penduduk yang
besar dengan persebaran yang tidak merata sera rendahnya kualitas
penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan
pelayanan perizinan usaha di Indonesia sampai ketingkat daerah
provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Salah satu inovasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan
daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah membangun

sistem Mal Pelayanan Publik. Ini merupakan ide dari Presiden Republik



Indonesia Bapak Joko Widodo yang ingin menghadirkan suatu tempat
pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
untuk melakukan semua kepengurusan terkait dengan perizinan
maupun pelayanan publik lainnya dari instansi pemerintah maupun non
instansi pemerintah yang dilaksanakan dalam satu tempat (Putra,
Muhammad Husni 2020). Dengan harapan adanya Mal Pelayanan
Publik, masyarakat dapat menyelesaikan berbagai urusan atau perizinan di
dalam satu tempat saja, dengan begitu dapat meng efisiensi waktu.
MPP didirikan merupakan upaya pemerintah dalam melakukan
transformasi birokarasi khususnya dalam bidang pelayanan publik.
(Rahmandhany, 2023) Dikutip dari website Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat 206 Mal Pelayanan
Publik yang telah diresmikan di berbagai daerah di Indonesia hingga
pertengahan tahun 2024.

Pelayanan MPP merupakan jawaban atas tantangan revolusi 4.0
yang dalam pelayanannya menggunakan teknologi informasi, hal ini
adalah bentuk dari penerapan pemerintahan terbuka (Open
Government) untuk memberikan kesempatan yang merata bagi
masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan
peningkatan mutu layanan kepada publik (Lestari, R. P., Mutiarin, D.,
& Nurmandi, A. 2020). Konsep dari MPP yaitu mengintegrasikan segala
jenis pelayanan dalam satu gedung. Di dalam Mal Pelayanan Publik,

terdapat aktivitas pelayananan publikbaik itu barang, jasa atau pelayanan



administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah, Mal Pelayanan Publik menjadi media untukmembangun sistem
kerja dan sinergi yang utuh, menunjukkan wajah baru birokrasi yang
mengadopsi  New Public = Service, hal ini tentu benar-benar
menggambarkan manfaat yang luas bagi kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat. (Umam & Adianto, A.2020)

Sejak dibentuknya Mal Pelayanan Publik di Indonesia, sudah
banyak peneliti yang mencoba mengkaji kualitas pelayanan pada Mall
Pelayan Publik di berbagai daerah. Salah satunya adalah penelitian
yang dilakukan oleh Yunus, E. Y., Hasanah, U., & La Seda, F. (2023)
terkait Efektivitas Pelayanan Admnistrasi Kependudukan Melalui
Kanal Website Go Digital (GODIGI) di Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian Yunus menunjukkan bahwa
penerapan kanal website Go Digital telah berhasil meningkatkan
efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan
Publik Kabupaten Probolinggo, terutama dalam hal kemudahan akses,
kecepatan pelayanan, dan kualitas layanan. Namun, masih terdapat
beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya sosialisasi
tentang penggunaan kanal website Go Digital dan beberapa kendala
teknis lainnya.

Hal yang tidak jauh berbeda ditemukan oleh Saputra, N.H. (2023)
dalam penelitiannya terkait efektifitas pelayanan di MPP Kota Jambi.

Menurut Saputra, mal pelayanan publik di kota Jambi dapat



dikategorikan efektif dalam mengakomodasi dan memenuhi secara
optimal kepentingan masyarakat. Dengan adanya MPP, memudahkan
masyarakat Kota Jambi dalam mengurus perizi bnvvb nan di mal
tersebut tanpa harus berpindah-pindah ke Lembaga sebelumnya dan
tidak membutuhkan proses yang panjang, tetapi terdapat hambatan di
mal pelayanan publik yaitu tidak semua instansi ada di mal tersebut,
ada beberapa instansi yang masih dilembaga lama sehingga membuat
masyarakat balik ke Lembaga lama untuk mengurus berkas-berkas, dan
kendala di sistem, mekanisme, dan prosedur seperti jaringan yang tidak
stabil sehingga membuat masyarakat menunda dalam pengurusan
berkas-berkas.

Penelitian lain dilakukan oleh A Septiana, N. P. M., Marom, A., &
Nurcahyanto, H. (2024) difokuskan pada pelayanan MPP di Kabupaten
Jepara. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa MPP Kabupaten Jepara
memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam
pelaksanaan pelayanan perizinan maupun non perizinan, namun masih
terdapat permasalahan pada kecepatan dan keterjangkauan pelayanan.
Pada indikator integrasi, MPP Kabupaten Jepara mengintegrasikan
sumber daya yang ada melalui kegiatan sosialisasi untuk pelaksanaan
pelayan perizinan maupun non perizinan namun masih terdapat
permasalahan yaitu pelaksanaan sosialisasi masih kurang masif. Pada
indikator adaptasi, MPP Kabupaten Jepara memiliki permasalahan

dalam beradaptasi dengan lingkungan baru yaitu masih terdapat



beberapa OPD yang tidak memberikan layanan di MPP Kabupaten
Jepara secara full time.

Panjaitan, J. S. (2024) dalam penelitiannya mencoba untuk
menganalisa Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman.
Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa Kkualitas pelayanan pada
pelayanan BPJS ketenagakerjaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Sleman masih belum optimal dengan ditemukan beberapa
permasalahan terkait komitmen pegawai dan ruang pelayanan yang
tergolong sempit. Meskipun pelayanan BPJS ketenagakerjaan di MPP
Sleman belum baik atau belum maksimal, namun secara umum
pelayanan yang diberikan melalui MPP sudah menjadi solusi atas
masalah utama masyarakat dalam mendapatkan layanan yang
berkualitas.

Dengan mengacu dari beberapa penelitian terdahulu dapat
disimpulkan bahwa Mall Pelayanan Publik saat ini dapat dikatakan
cukup efektif, dimana pelayanan lebih efisien karena dalam pengurusan
izin tidak memerlukan waktu lama dan semua perizinan tidak dipersulit
termasuk juga perizinan investasi dan perizinan ekspor. Namun,
ditemukan juga fakta bahwa Mall Pelayanan Publik yang ada di beberapa
daerah masih dikategorikan kurang efektif disebabkan masalah pelayanan
publik seperti sarana dan prasarana yang kurang memadahi, pelayanan

yang belum sesuai dengan standar operasional yang berlaku, ataupun



pemanfaatan aplikasi yang belum memenuhi kebutuhan pelanggan.

Hal ini mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana
efektifitas pelayanan Mall Pelayanan Publik di salah satu daerah di
Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Mall Pelayanan Publik di kabupaten kepulauan Selayar merupaka MPP
pertama yang berdiri di wilayah kepulauan. MPP ini diresmikan pada
tanggal 20 April 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Selayar
Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
MPP di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan MPP ke-48 di
Indonesia. (Kemenpan RB, 2022)

Pemilihan obyek penelitian pada MPP Kabupaten kepulauan
selayar yaitu saya ingin mengetahui lebih dalam bagaimana
pelaksanaan sistem pelayanan yang ada disana. Pelaksanaan pelayanan
yang sudah dua tahun ini menjadi daya tarik tersendiri bagi saya untuk
mengevaluasi dalam standar pelayanan yang diberikan terhadap
masyarakat. Sebelumnya, peneliti telah melakukan Pra-Observasi pada
Mall pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar dan
menemukan bahwa MPP ini telah menanungi 16 instansi yang terdiri
dari organisasi perangkat daerah, BUMN, dan perbankan serta
menghadirkan 144 layanan. Namun, pada pelaksanaannya masih
banyak masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang belum
mengetahui pelayanan yang ditawarkan pada MPP Kabupaten

kepulauan Selayar ini. Hal ini merupakan sesuatu yang harus



diperhatikan oleh pemerintah terkait, apakah ada kekurangan informasi
saat penyampaian bahwa di tujuan dibuatnya mal pelayanan di
Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mempermudah masyarakat
mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat dan aman atau pelayanan
pada mall pelayanan yang kurang, sehingga masyarakat lebih memilih
untuk datang langsung kekantor dinas terkait untuk mendapatkan
pelayanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian terkait efektifitas pelayanan publik yang ada di
Mal Pelayanan Publik Kabupaten Selayar. Selain itu belum ada
penelitian terdahulu yang mengakat penelitian ini. Peneliti beranggap
bahwa perlu dilakuakn pengkajian apakah Mall Pelayanaan Publik
Kabupaten Selayar sudah sesuai di lapangan atau belum, maka penulis
tertarik untuk meneliti hal tersebut lebih lanjut dengan menyusun
penelitian ilmiah dengan judul: “Efektivitas Pelayanan pada Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah
dari penelitian ini yaitu “Bagaimana Efektivitas Pelayanan Pada Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar?”

Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui “Efektivitas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik



Kabupaten Kepulauan Selayar”.
Manfaat Penelitian
Pada setiap penelitian selalu ada manfaatnya berdasarkan teoritis dan
praktis diantaranya adalah :
1.  Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran
pada pengembangan studi Administrasi Publik yang berhubungan
dengan teori efektivitas pelayanan dan bisa dimanfaatkan sebagai
referensi pada penelitian selanjutnya.
2.  Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
bahan masukan atau rekomendasi dalam memberikan sumbangan
pemikiran bagi pemerintah daerah setempat khususnya Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan = Selayar untuk
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, serta bermanfaat

sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan.
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TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Menurut Randi (2018:15) penelitian terdahulu adalah salah satu

acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat

menyempurnakan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang

dilakukan antara lain:

1.

Yunus, E. Y., Hasanah, U., & La Seda, F. (2023) "Efektivitas
Pelayanan Admnistrasi Kependudukan Melalui Kanal Website
Go Digital (GODIGI) Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Probolinggo™

Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari lebih
jauh tentang efektivitas pelayanan Administrasi kependudukan
melalui website Go Digital di Mal Pelyanan Publik kabupaten
probolinggo oleh Dinas Kependudukan dan Penctatan Sipil,
serta menganalisis Faktor yang mempengaruhi Efektivitas
Pelayanan  Admnistrasi  Kependudukan  Melalui  Kanal
Website Go Digital (godigi) dengan menggunakan teori dari
Kreitner dan Kinicki. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan post
positivism.  Peneliti  menggunakan  wawancara  untuk
pengumpulan data primer dan studi kepustakaan untuk

pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan
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bahwa efektivitas pelayanan Administrasi kependudukan melalui
website Go Digital sudah cukup optimal di implementasikan
dalam pelayanan kepada Masyarakat. Hal ini dikarenakan
pendekatan pencapain tujuan, tersedianya sumber daya, proses
internal dan kepuasan anggota telah dilaksanakan secara optimal.
Selain itu faktor faktor yang juga bisa menjadi penghambat dalam
efektivitas pelayanan Administrasi kependudukan melalui website
Go Digital di Mal Pelyanan Publik adalah perlengkapan atau
fasilitas. Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan,
keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif, namun
dengan pendekatan yang berbeda. Peneliti terdahulu
menggunakan pendekatan positifism sedangkan pendekan yang
akan dilakukan adalah pendekatan deskriptif. Perbedaan juga
terlihat pada fokus penelitian, Peneliti terdahulu berfokus pada
efektifitas pada salah satu layanan di Mall pelayanan publik dan
faktor yang mempengaruhinya sedangkan penelitian yang akan
dilakukan berfokus pada efektifitas pada seluruh layanan di Mall
Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar.
Lestari, RD, Sarofah, R., Isbandi, FS, Setiawan, S., & Fadli, Y.
(2023), “ Inovasi Mal Pelayanan Publik Di Kota Tangerang
Selatan”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pelayanan

publik di DUKCAPIL Kota Mataram pada kasus Pelayanan Kartu
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Identitas Anak. Teori yang digunakan untuk mendukung
penelitian ini yaitu teori inovasi dan lima faktor keberhasilan
inovasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Fokus dalam penelitian yaitu evaluasi inovasi, peningkatan
kualitas dan analisis implementasi mall pelayanan publik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Pada pelayan KIA di DUKCAPIL
Kota Mataram melakukan berbagai inovasi dalam segi pelayanan
publik. Banyak terobasan dalam berbentuk kegiatan yang
bertujuan agar masyarakat sadar akan penting nya KIA bagi anak-
anak mereka. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
akan dilakukan yaitu pada inovasi kegiatan yang akan
dilaksanakan. Penelitian terdahulu berfokus pada inovasi di
bidang Kependudukan sedangkan penelitian yang akan dilakukan
berfokus pada bagian efektifitas pelayanan di Mal Pelayanan
Publik Kabupaten Kepulauan Selayar.
Saputra, N.H. (2023) “Efektivitas Mall Pelayanan Publik dalam
Rangka Pemenuhan Layanan di Kota Jambi”

Pada penelitian ini berfokus pada mengkaji efektifitas
Mall Pelayanan Publik dalam Rangka Pemenuhan Layanan di Kota
Jambi serta kendala yang ada pada saat pelaksanaannya. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif

dengan pendekatan deskriptif. Berdasar hasil penelitian
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ditemukan bahwa Efektivitas mal pelayanan publik dalam
pemenuhan pelayanan di Kota Jambi ini yaitu efektiv dalam
kepentingan masyarakat yang dapat terakomodasi dan terpenuhi
dengan optimal. Namun, masih terdapat Hambatan di mal
pelayanan publik yaitu tidak semua instansi ada di mal tersebut,
ada masih beberapa instansi masih di Lembaga lama sehingga
membuat masyarakat balik lagi ke Lembaga lama untuk
mengurus berkas-berkas, dan kendala di sistem, mekanisme, dan
prosedur seperti jaringan yang tidak stabil sehingga membuat
masyarakat menunda dalam pengurusan berkas-berkas. Penelitian
terdahulu maupun penelitian yang akan dilakukan, memiliki
fokus penelitian yang sama yaitu mengkaji efektifitas Mall
Pelayanan Publik, namun terdapat perbedaan yang cukup
mendasar yaitu teori yang digunakan dalam mengukur efektifitas
pelayanan publik. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, pada
penelitian terdahulu dilaksanakan di MPP Kota Jambi sedangkan
pada penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Kepulauan
Selayar.
A Septiana, N. P. M., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2024) *
Efektivitas Mal Pelayanan Publik dalam Melaksanakan Pola
Pelayanan Terpadu Di Kabupaten Jepara”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

efektivitas dan mengidentifikasikan faktor pendorong dan faktor
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penghambat efektivitas Mal Pelayanan Publik dalam melaksanakan
pola pelayanan terpadu di Kabupaten Jepara. Penelitian ini berfokus
pada efektivitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, indikator
keberhasilan serta faktor pendukung dan penghambat. Terkait teori
yang diangkat dalam penelitian yaitu administrasi publik dan
efektivitas organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan  dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa MPP Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan terdapat indikator yang
telah tercapai. Hal ini berdasarkan indikator efektivitas organisasi
menurut Duncan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
Sedangkan faktor pendorong dan penghambat efektivitas tersebut
dianalisis berdasarkan karakteristik yang menentukan efektivitas
organisasi. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan
penelitian terdahulu yaitu fokus penelitian. Penelitian terdahulu
berfokus pada faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan
publik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada
efektifitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Panjaitan, J. S. (2024) “Analisis Kualitas Pelayanan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Di Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Sleman”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas
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pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Mal Pelayanan  Publik
Kabupaten Sleman berdasarkan standar Gerakan Mutu yang
terkenal ~ dengan “Total Quality Manajemen TQM”. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Penulis mendeskripsikan keadaan mengenai
penyelenggaraan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di  Mal
Pelayanan Publik Sleman sebagai bentuk dari pelaksanaan
pelayanan prima dalam reformasi administrasi. Berdasarkan hasil
penelitian ditemukan bahwa kualitas pelayanan pada pelayanan BPJS
ketenagakerjaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman masih
belum optimal dengan ditemukan beberapa permasalahan terkait
komitmen pegawai dan ruang pelayanan yang tergolong sempit.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
yaitu pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu berfokus
pada Analisa Kulaitas salah satu pelayanan di MPP Kabupaten
Sleman, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada
analisa Efektivitas seluruh pelayanan pada Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Kepulauan Selayar.
Syahriyani, Mappamiring, Nur Wahid (2024) “Efektifitas Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Gowa”

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas
pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir di

Puskesmas Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil



16

penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka
efektivitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir di
Puskesmas Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dapat disimpulkan
sebagai berikut: Kualitas pelayanan sudah termasuk sangat efektif,
karena dimana pelayanan yang dilakukan tenaga medis selalu
berpedoman pada SOP yang telah di tetapkan dalam pelayanan
kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir di Puskesmas Kecamatan
Parigi Kabupaten Gowa serta kesopanan dan keramahan antara
perawat dan pasien sudah diterapkan dengan baik. Penelitian
terdahulu berfokus pada efektifitas pelayanan kesehatan bagi ibu
hamil dan bayi baru lahir di Puskesmas Kecamatan Parigi Kabupaten
Gowa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada
kualitas pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten

Kepulauan Selayar.
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Konsep dan Teori

1. Kajian Teori Efektivitas

Gambar 2.1 Fishbone Diagram
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Efektivitas pelayanan
di Mal Pelayanan
Publik untuk
meningkatkan
kualitas pelayanan
publik yang bertujuan
untuk memudahkan
masyarakat dalam
mendapatkan
pelayanan publik

Efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu

kegiatan orang-orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang

dituju. Efektivitas pada umumnya sering digunakan sebagai konsep

tentang efektif dalam menjalankan organisasi dengan mempunyai

ukuran untuk mencapai segala keperluannya dan diharapkan mampu

menjamin percepatan, kelancaran, pelayanan terhadap masyarakat

secara baik dan tepat (Hasyim, 2021)

Pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam
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jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat
pada waktunya. Berarti, efektivitas sebagai orientasi kerja menyoroti
empat hal, yaitu:
a. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan
sudahditentukan dan dibatasi,
b. Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan telah
ditentukan,
c. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah
ditetapkan,
d. Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah

dirumuskan (Siagaan, 2020)

Menurut Agung Kurniawan (2019:109) efektivitas merupakan
kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program
atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak terdapat
sebuah tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. Efektivitas
adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi
(sumbangan) output terhadap aktivitas pencapaian tujuan, maka
semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan. Stoner
(2018:6), menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam
pencapaian tujuan- tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari
kesuksesan suatu organisasi.

Ketercapaian suatu organisasi dapat dilihat melalui pencapaian
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kerjanya dan itu berdampak positif kepada masyarakat dan dalam

pengukurannya harus mempunyai indikator yang jelas. Menurut

Gibson terdapat 5 (lima) komponen yang dapat menilai perilaku organisasi

berjalan secara optimal antara lain (Djaenuri, 2020) :

a.

Produktivitas, ialah kemampuan dalam sebuah organisasi untuk
memproduksi jumlah dan mutu yang sesuai dengan permintaan
lingkungan atau dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya.
Efisiensi, diartikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara
output dan input serta kriteria jangka pendek ini memusatkan
perhatian pada seluruh siklus input-proses-output.

Kepuasan, komponen ini berkaitan dengan keuntungan yang
diterima oleh pelanggan dan memperhatikan konsep yang telah
disusun serta ukuran kepuasan pelanggan meliputi kayawan,

kemangkiran, keterlambatan dan keluhan.

. Adaptasi, kondisi yang mengharusnya sebuah organisasi dapat

menanggapi perubahan internal dan eksternal.

Perkembangan, didefinisikan dimana organisasi wajib melakukan
investasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas
kemampuannya untuk bertahan dalam jangka panjang.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan

yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi
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tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan
semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya
(Siagian, 2020).
2. Ukuran Efektivitas
Menurut SP, Siagian (2020), dalam pencapaian hasil dengan
maksimal dan manfaat, ada beberapa langkah yang ditempuh dalam
suatu kegiatan dalam pelatihan dan pengembangan. Langkah-langkah
yang dimaksud terdiri dari tujuh langkah yaitu:
a. Penentuan kebutuhan
b. Penentuan sasaran
c. Penentuan isi pogram
d. Identifikasi prinsip-prinsip belajar

e. Pelaksanaan program

=h

Identifikasi manfaat
g. Penilaian pelaksanaan program

Menurut Steer (2019:203) efektivitas adalah mengerjakan sesuatu
dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan
tujuan organisasi. Setiap organisasi didirikan atau dibentuk untuk
mengejar efektivitas, karena eksistensi dan pertumbuhan yang
bersangkutan dapaat mengemban misi dan melaksanakan tugasnya
dengan tingkat ketangguhanyang tinggi. Proses kerja sama sekelompok
orang mencapai tujuan diperlukan organisasi sebagai wadahnya, dan

untuk menggerakkan kerja sama tersebut diperlukan manajemen. Salah
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satu fungsi manajemen tersebut adalah pengawasan.

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektifitas suatu
kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator menurut
Sutrisno (2020:125-126), yaitu:

a.  Pemahaman program
Dalam menjalankan sebuah kebijakan yang disusun oleh
sebuahorganisasi, khususnya organisasi pemerintahan tentunya
diperlukan kemampuan dari masing-masing individu di
dalamnya, termasuk juga bagaimana cara pemerintah
memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan
program yang sedang di jalankan, pemahaman program bisa
mencakup mengenai proses sosialisasi yang dilakukan kepada
masyarakat agar masyarakat mengetahui apa manfaat dari
program yang akan dijalankan oleh pemerintah yang dimana
tujuan diciptakannya untuk masyarakat.
b.  Tepatsasaran
Tepat sasaran yang dimaksud adalah dimana pelaksanaan
program yang dijalankan memiliki skala prioritas terhadap
kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat.
c.  Tepat waktu
Pengerjaan yang dilakukan terhadap sebuah program

tentunya memiliki standar operasional kerja pada masing-
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masing kebijakanprogram tersebut. Ketetapan waktu dalam hal
ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila
dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan/program sesuai
dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan
program maka semakin efektif program dapat terealisasi.
Tercapainya tujuan

Dalam merencanakan sebuah program Kkerja tentunya
akan ditetapkan terlebih dahulu masing-masing tujuan yang
dijalakan dalam program tersebut, dalam hal ini maksud dari
indikator ini adalah untukmencari tau apakah setelah program
selesai dilaksanakan hasil yang di dapat sudah sesuai dengan
target tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau
sebaliknya.
Perubahan nyata

Bagian akhir dari pelaksanaan sebuah program tentunya
melihat perbandingan antara sebelum dilaksanakannya
program dan sesudah selesainya program tersebut di
laksanakan dengan demikian pelaksanadapat melihat perubahan
yang terjadi apakah benar sesuai dengan target atau justru tidak
memberikan perubahan (Sutrisno, 2020).
Untuk mengukur faktor-faktor apa yang saja yang dapat
mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat

dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut:
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Ketetapan Sasaran Program. Ketetapan sasaran program yaitu
sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah
ditetapkan sebelumnya.

Sosialisasi Program. Sosialisasi program yaitu kemampuan
pelaksana program dalam melakukan sosialaisasi program
sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat
tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran
peserta program pada umumnya.

Tujuan Program. Tujuan program adalah sejauh mana
kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan
program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemantauan Program. Pemantauan Program merupakan
kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program
sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (Budiani,

2020:53).

Adapun kriteria untuk mengukur suatu efektivitas menurut Martini

dan Lubis (1987:55) yang dapat digunakan yaitu:

a.

Pendekatan sumber. Yakni mengukur efektivitas dari input.
Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan program untuk
memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisikyang
sesuai dengan kebutuhan program.

Pendekatan proses. Adalah untuk melihat sejauh mana

efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses
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internail atau mekanisme organisasi.

c.  Pendekatan sasaran. Dimana pusat perhatian output, mengukur
keberhasilan program untuk mencapai hasil (output) yang
sesuai dengan rencana.

3. Pelayanan Publik
a. Definisi pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pelayanan yang diperlukan
manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang
sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang
diberikan oleh orang lain selaku anggota, baik itu organisasi
massa atau Negara (Mutiara Pratiwi, 2018:1). Diperjelas dengan
pendapat Moenir Pasolong (2019:128) menyebutkan bahwa
pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas
seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun
tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan dalam penelitian Anisa Fatmawati (2020:19)
menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur
kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat
menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang
diterimanya. Seperti yang dijelaskan oleh Sukarmin (2020:1)
yang menjelaskan Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
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penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Menurut AG. Subarsono dalam Agus Dwiyanto, 2019:141,
pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan
oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga
pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara. Seperti
yang sudah dijelaskan dalam Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pada
pasal 1 ayat 1 di mana pelayanan publik adalah kegiatan yang
berupa rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai yang terdapat peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa dan atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik (Agus Dwiyanto, 2019).

Menurut Moenir (2019:190) menyatakan bahwa bentuk-
bentuk layanan dibagi menjadi 3 macam yaitu:
1) Layanan dengan lisan

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas- petugas

di bidang hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan

informasi  dan bidang-bidang lain yang tugasnya

memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun

yang memerlukan.

2) Layanan melalui tulisan
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Merupakan bentuk layanan yang paling menonjol
dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi
juga dari segi peranannya.

3) Layanan berbentuk perbuatan

Pada umumnya layanan dalam bentuk ini 70-80%
dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan
bawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas
tersebut sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau
pekerjaan.

Untuk dapat menilai sejaun mana kualitas pelayanan publik
yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang
menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan
dapat dikatakan baik atau buruk.

Efektivitas Pelayanan Publik

Menurut Sondang P. Siagian (2020:151) berpendapat bahwa
terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur
efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan.
Pertama, faktor waktu yang maksudnya adalah ketepatan waktu
dan kecepatan waktu dari pelayanan yang diberikan dari pemberi
pelayanan. Hanya saja penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya
atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu
orang ke orang lain. Terlepas dari penilaian subjektif yang demikian

yang jelas ialah faktor waktu dapat dijadikan sebagai salah satu
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ukuran efektivitas kerja. Kedua, faktor kecermatan yang dapat
dijadikan ukuran menilai tingkat efektivitas kerja organisasi yang
memberikan pelayanan. Faktor kecermatan disini adalah faktor
ketelitian dari pemberi pelayanan kepada pelanggan.

Pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak
terlalu tinggi kepada pemberi pelayanan apabila terjadi banyak
kesalahan dalam proses pelayanan, meskipun diberikan dalam
waktu yang singkat. Ketiga, faktor gaya pemberi pelayanan,
merupakan salah satu ukuran lain yang biasanya digunakan dalam
mengukur efektivitas kerja, yang dimaksud gaya disini adalah
cara dan kebiasaan pemberi layanan dalam memberikan jasa
kepada pelanggan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas,
efektivitas suatu konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk
mengukur keberhasilan suatu organisasi yang dapat diwujudkan
dengan memperhatikan faktor biaya, tenaga, waktu, sarana dan
prasarana serta tetap memperhatikan resiko dan keadaan yang
dihadapi.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Parasuraman,
Zeithaml, dan Berry (Parasuraman, 1990) mengemukakan bahwa
terdapat 5 dimensi utama dalam menilai kualitas pelayanan
publik. Adapun lima dimensi tersebut meliputi:

1)  Bukti Fisik (Tangibles).



2)

3)

4)
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Bukti langsung meliputi penampakan dan fasilitas,
gedung, peralatan dan penampilan dari karyawan
perusahaan. Penampilan fisik perusahaan akan berpengaruh
pada evaluasi pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang
diberikan perusahaan.

Keandalan (Reliability).

Keandalan vyaitu menunjukkan seberapa jauh
perusahaan memberikan pelayanan sama seperti yang telah
dijanjikan secara akurat dan tepat. Keandalan ini tidak
hanya penting untuk masalah-masalah yang besar, karena
masalah kecil juga menjadi hal penting untuk pelanggan
dalam memberikan evaluasi tentang perusahaan.

Daya Tanggap (Responsiveness).

Daya tanggap yaitu menunjukkan kemauan dan
komitmen dari perusahaan dalam memberikan pelayanan
yang tepat waktu. Daya tanggap tidak hanya mengenai
cepatnya pelayanan yang diberikan, tetapi juga kemauan
dari perusahaan atau karyawan dalam membantu pelanggan.
Keyakinan (Assurance).

Kemampuan untuk melahirkan kepercayaan dan
keyakinan dari pelanggan yang meliputi pengetahuan,
kesopansantunan, dan kemampuan karyawan untuk

menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap perusahaan.
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5)  Empati (Emphaty).

Kemampuan komunikasi para karyawan untuk
menjelaskan dengan baik mengenai pelayanan yang
disediakan perusahaan akan memberikan dampak baik dari
evaluasi pelanggan.

Parasuraman (1990) menambahkan bahwa kualitas
pelayanan sangat dipengaruhi oleh kepuasaan pelanggan. Apabila
kualitas pelayanan lebih dari yang diharapkan oleh pelanggan,
maka pelayanan dapat dikatakan bermutu atau efektif, sedangkan
apabila kualitas pelayanan kurang dari yang diharapkan oleh
pelanggan, maka pelayanan dapat dikatakan tidak bermutu atau
tidak efektif (Pasuraman, 1990).

Mal Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik dirancang oleh KEMENPAN RB
sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata
kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis
pelayanan pada satu tempat, penyederhanaan dan prosedur serta
integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan
memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis
pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada
penyelenggara pelayanan publik.

Dengan diselenggarakannya MPP di Kabupaten dan kota
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memudahkan masyarakat dalam hal administrasi hingga perizinan
karena dilakukan dalam satu tempat, hadirnya MPP juga
merupakan strategi dari pemerintah untuk mendukung
kegiatannya dalam fungsi ekonomi karena dapat mempermudah
dan mempercepat setiap 1izin, khususnya izin-izin usaha yang
dimana dapat menggerakan ekonomi nasional.

Sebelum ada Mal Pelayanan Publik, masyarakat lebih awam
dengan Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu. Namun, fasilitas pelayanannya lebih sempit bila
dibandingkan dengan Mal PelayananPublik.

1) Pelayanan Terpadu Satu Atap
Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam
satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang
tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui
beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat
dengan masyarakat tidak perlu di satu atapkan
2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada
satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang
memiliki keterkaitan prosesdan dilayani melalui satu pintu.
C. Kerangka Teori
Pelayanan publik adalah salah satu sistem bagi masyarakat

diharapkan dapat memberikan kepuasan atas hak-hak dalam pelayanan
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publik serta memberikan perlindungan. Efektivitas pelayanan publik
dapat terlaksanakan apabila indikator yang terlibat dalam proses
pelayanan dapat berpengaruh dengan baik. Maka dari itu, penulis
berasumsi menggunakan 5 dimensi utama dalam menilai kualitas
pelayanan publik yang dikemukakan oleh Parasuraman (1990) untuk
mengukur efektivitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan uraian diatas maka penulis

merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:

Efektivitas Pelayanan Pada Mal Pelayanan
Publik Kabupaten Kepulauan Selayar

l

Efektivitas Pelayanan berdasarkan lima dimensi
kualitas pelayanan menurut Parasuraman
1. Tangibles (Bukti Fisik)
2. Reliability (Keandalan)
3. Responsiveness (Ketanggapan)
4. Assurance (Jaminan)
5. Emphaty (empati)

l

Terlaksananya pelayanan publik yang efektif
di Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Kepulauan Selayar

Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir
D. Fokus Penelitian
Penetapan fokus penelitian adalah untuk membatasi objek kajian
agar penelitian tidak terjebak pada banyaknya data di lapangan dan

untuk menghindari data yang tidak relevan dengan permasalahan dan
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tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan yang ingin
dicapai, maka fokus dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti
yaitu bagaimana efektivitas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan teori efektivitas Fitzmons.
Deskripsi Fokus

Pelayanan publik adalah salah satu sistem bagi masyarakat
diharapkan dapat memberikan kepuasan atas hak-hak dalam pelayanan
publik serta memberikan perlindungan. Dalam sistem pelayanan publik
terdapat indikator yang saling berhubungan antara satu dengan yang
lainnya dalam menentukan efektifnya pelayanan. Efektivitas pelayanan
publik dapat terlaksanakan apabila indikator yang terlibat dalam proses
pelayanan dapat berpengaruh dengan baik. Maka dari itu, penulis
berasumsi menggunakan 5 dimensi utama dalam menilai kualitas
pelayanan publik yang dikemukakan oleh Parasuraman (1990). Berikut

adalah deskripsi fokus yang akan diteliti:
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Dimensi

Indikator

Tangible (Bukti Fisik)

Penampilan petugas dalam melayani
pelanggan

Kenyamanan tempat dan sarana
prasarana melakukan pelayanan

Penggunaan alat bantu

Reliability
(Kehandalan)

Kecermatan pegawai dalam melayani
pengguna layanan

Memiliki standar pelayanan publik
yang jelas

Kemampuan pegawai dalam
menggunakan alat bantu dalam
proses pelayanan

Responsiveness
(Respon/ ketanggapan)

Merespon setiap pengguna layanan
yang ingin mendapatkan pelayanan

Pegawai melakukan pelayanan dengan
cepat dan tepat

. Semua keluhan direspon oleh

pegawai

Assurance
(Jaminan)

Pegawai memberikan jaminan tepat
waktu dalam pelayanan

Pegawai memberikan jaminan biaya
dalam pelayanan

Empahaty (Empati)

Mendahulukan kepentingan pengguna
layanan

Pegawai melayani dengan ramah dan
sopan santun

Pegawai melayani dan menghargai
setiap pengguna layanan

Tabel 2.1. Indikator Kualitas Pelayanan Publik
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.

Lokasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian
pada Mall Pelayanan Publik yang terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar,
Kecamatan Benteng, Sulawesi @ Selatan. Mall Pelayanan Publik ini
merupakan Kantor Pelayanan Satu Pintu yang bertujuan untuk
memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan
kenyamanan kepada masyarakat
2. Waktu Penelitian
Adapun waktu pelaksanaan Penelitian yang ini akan dilakukan yaitu

setelah seminar proposal atau di bulan September-November 2024

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif lapangan (field
research) vyaitu penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat ke
lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam
suatu keadaan alamiah (Sugiono, 2018). Penelitian ini dilakukan secara
observasi langsung yang bertujuan untuk meneliti dan mengetahui
bagaimana efektifitas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Kepulauan Selayar.

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian penelitian deskriptif yaitu

penelitian yang berusaha untuk menjelaskan pemecahan masalah yang
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ada sekarang berdasarkan data-data yang diperoleh. Jadi metode
penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan
kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. (Richards, dkk, 2019)
C. Informan

Informan atau partisipan adalah istilah yang digunakan dalam
melakukan suatu penelitian secara kualitatif dimana seseorang yang dapat
memberikan informasi yang diperlukan sesuai penelitian. Informan dipilih
secara purposive sampling yaitu informan yang diperoleh secara bergulir
melalui satu informan ke informan lainnya (Handayani, 2020). Informan

dalam penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu :

NO Nama Informan Jabatan
1 Niar (N) Pegawai PTSP
2 Nurul Fatima (NF) Staf Bank Sulselbar
3 Muhammad Saing (MS) Kasubag Penanaman Modal
4 Irfan Jamil (1J) Staf DUKCAPIL
5 Muti (M) Masyarakat
6 Awal (A) Masyarakat

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian
D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana asal data penelitian itu
diperoleh bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data
informasi terkait efektifitas pelayanan pada mal pelayanan publik kabupaten
kepulauan selayar (Sujarweni, 2018 : 23). Sumber data dibagi menjadi 2
yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung
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melalui observasi dan wawancara kepada narasumber penelitian
yang sudah ditentukan sebelumnya. Data di dalam penelitian ini
adalah hasil pedoman dari wawancara dengan beberapa narasumber
yang merupakan pegawai, staff dan masyarakat yang berpartisipasi
dalam penelitian.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan
tambahan dalam penulisan penelitian ini, data ini diperoleh dari
kantor satu pintu yaitu Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Kepulauan Selayar serta dari kepustakaan yang biasa digunakan
untuk melengkapi data primer. Bentuk data sekunder yang
dimaksud berupa buku-buku, artikel, dokumen-dokumen dan lain
sebagainya yang menunjang proses penelitian ini (Aziza Nur,
2018).
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti
untuk mengungkapkan atau menjaring informasi dari responden sesuai
lingkup penelitian yaitu untuk melakukan wawancara secara mendalam
mengambil dokumentasi, dan gabungan dari ketiganya atau triangulasi
(Sujarweni, 2018)
1. Observasi Partisipan
Merupakan metode vyang dilakukan dengan cara

pengamatan atas suatu variabel tertentu yang dilakukan secara
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sistematis dan objektif dalam kondisi yang didefinisikan secara
tepat dan dicatat secara hati-hati. Peneliti juga melakukan observasi
partisipan dengan cara ikut berpartisipasi terlibat langsung di
lapangan dengan melakukan tugas utama yaitu mengamati,
mengumpulkan data dan informasi melalui pengamatan langsung.
Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
wawancara yaitu mewawancarai responden untuk memperoleh
informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Menurut
Sugiyono (2018), wawancara adalah metode pengumpulan data
yang efektif, terutama selama tahap penelitian eksploratif.
Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui beberapa isu
pendahuluan, sehingga peneliti dapat melakukan invesigasi
mendalam lebih lanjut. Hal ini akan membantu peneliti untuk
menyelesaikan tugas yang harus dilakukannya, seperti
menjelaskan fenomena, mengukur atau mengidentifikasikan
masalah spesifik dan mengemukakan teori mengenai faktor
yang mempengaruhi masalah atau menemukan jawaban atas
pertanyaan penelitian
Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk
mendapatkan informasi yang mendukung penelitian dalam

bentuk data sekunder berupa benda-benda tertulis maupun
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elektronik. Menurut Arikunto (2006), variabel dari dokumentasi
dapat dalam bentuk catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang berkaitan dan akan
digunakan dalam penelitian.Dokumentasi yang digunakan pada
penelitian ini yaitu berupa dokumen tertulis dari Mal Pelayanan
Publik Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk laporan dan
dokumentasi lainnya seperti foto yang berkaitan dengan
pembahasan dalam penelitian (Sekaran, Uma, 2019:136-138).
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data (Sihombing, 2020). Pada penelitian ini, peneliti sendiri
berperan sebagai instrumen kunci. Namun, peneliti juga membutuhkan
instrument pendukung untuk kelengkapan pengumpulan data-data atau
informasi terkait. Instrumen yangberperan sebagai pendukung atau pelengkap
terdiri dari :
1. Pedoman Wawancara (Terlampir)
2. Pedoman Pengamatan (Terlampir)
3. Alat Elektronik
4. Buku catatan dan alat tulis (Diperlihatkan)
G. Analisis Data
Analisis data merupakan suatu proses menganalisis yang dilakukan
peneliti dengan cara meneliti data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya hingga dapat dikelola, sehingga peneliti nantinya dapat menemukan
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apa yang penting dan apa yang dipelajari serta dapat memilah hal-hal mana
yang dapat dimasukkan dalam peneltian ini (Sugiyono, 2018:318)

Penelitian ini  menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu
memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kodisi
sebenarnya. Hasil analisa dan deskriptif kualitatif ini, peneliti akan
menggambarkan hasil pengumpulan dan peninjauan data yang didapat dari
penelitian di lapangan mengenai pemahaman dan sudut pandang dalam
menyimpulkan efektifitas pelayanan dalam mal pelayanan publik. Oleh sebab
itu, peneliti akan melalui tiga tahapan yaitu :

1. Data Reduction / Reduksi Data

Sugiyono (2018) mengatakan bahwa mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga setelah
dilakukan proses tersebut akan memberikan gambaran yang lebih
jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan
data selanjutnya dan mencari kembali bila diperlukan.

2. Data Display / Penyajian Data

Setelah peneliti  melakukan pereduksian data, langkah
selanjutnya adalah mendisplay atau penyajian data. Prastowo
(2012) mengatakan bahwa penyajian data di sini merupakan
sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini

peneliti akan memaparkan beberapa data yang sudah diperoleh dari



40

hasil wawancara dengan narasumber. Selanjutnya peneliti akan
mendeskripsikan melalui proses analisis dan nalar, sehingga
nantinya dapat diperoleh gambaran pemahaman tipe sudut pandang
dalam menyimpulkan peranan sosial budaya terhadap pernikahan
usia dini.
3. Conclution Drawing / Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian
ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Gunawan (2013)
menjelaskan bahwa simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif
objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.
Kesimpulan awal dari penelitian masih bersifat sementara, dan
akan bisa berubah lagi apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat dalam mendukung hasil penelitian ditahap awal, dengan
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan mengumpulkan data. Sehingga seluruh data
penelitian yang telah melalui tahapan akan ditarik kesimpulan
sesuai fakta yang terjadi, yakni mengenai efektivitas pelayanan

pada mal pelayanan publik kabupaten kepulauan selayar.

H. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini, untuk mengukur data yang telah peneliti dapat
benar atau tidak, perlu adanya pengecekan data untuk mengetahui
keabsahannya. Sugiyono (2015:241) menjelaskan bahwa ada dua jenis

triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yakni triangulasi teknik atau
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metode dan triangulasi sumber. Pengujian kredibilitas data yang dilakukan

dengan metode triangulasi yaitu dengan cara triangulasi teknik dan triangulasi

sumber data. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang

sama dengan teknik yang berbeda yaitu dengan cara wawancara, observasi,

dan dokumentasi sedangkan Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara

menanyakan hal yang sama dari sumber yang berbeda.

Wawancara

£\

Pengujian Kredibilitas Metode Triangulasi (Sugiyono, 2018)

Observasi

Dokumentasi

Gambar 3.1 Triangulasi

Langkah — langkah yang dilakukan peneliti adalah:

1. Mengajukan pertanyaan langsung pada objek penelitian yaitu para

pegawai, staf dan masyarakat mengenai efektivitas pelayanan tentang

penelitian ini.

2. Mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dengan topik dari

beberapa pertanyaan yang diajukan kepada teman kerja terdekat para

narasumber.

3. Mengajukan pertanyaan mengenai rumusan masalah yang dibahas dalam

penelitian ini, dan ditanyakan kembali untuk dicek mengenai kebenaran

suatu data yang dituliskan.

4. Mengkolaborasikan dan membandingkan hasil wawancara dengan hasil

pengamatan terkait judul yang dibahas dalam penelitian ini.
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Dalam sistem pelayanan publik terdapat indikator yang saling
berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam menentukan tingkat
efektifitas pelayanan. Berikut penjabaran efektifitas dalam pelayanan

publik berdasarkan indikator yang ada ;

JUMLAHT:EI\A%IKJA(\)IR Yiis TINGKAT EFEKTIFITAS
Memenuhi 14 indikator yang ada Sangat Efektif
Memenuhi 11 Indikator yang ada Efektif
Memenuhi 8 indikator yang ada Cukup Efektif
Memenuhi 5 indikator yang ada Kurang Efektif

Tabel 3.2 Tingkat Efektifitas
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Profil Kabupaten Kepualuan Selayar

Selayar adalah pulau yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan dan
merupakan daerah yang berada dibawah naungan wilayah administratif
Kabupaten Kepulaun Selayar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten
Kepualuan Selayar sendiri terdiri dari beberapa pulau kecil dengan Pulau
Selayar sebagai wilayah terluas (2000 km?) Ibu kota Kabupaten Kepualuan
Selayar adalah Kota Benteng.

Adapun Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayara antara lain
Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanali,
kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Buki.
Kecamatan tersebut sebagian berada di Pulau Selayar dan sebagian lagi
terletak pada pulau pulau kecil sekitarnya. Dari kota Makassar, Kabupaten
Kepulaun Selayar dapat dijangkau dengan sarana transportassi darat lalu
kemudian menyebrang dari pelabuhan Ferry di Bira,Kabupaten Bulukumba
ke Pelabuhan Penyebrangan Pamatata, Kecamatan Bontomatene. Dari
Pelabuhan Pammatata ke Kota Benteng dapat di tempuh dengan perjalanan
sekitar 1 jam. Saat ini terdapat pula Bandar Udara yang melayani rute
Selayar-Makassar dengan frekuensi penerbangan satu kali dalam sehari.

Bandar Udara H. Aroepala yang menjadi salah satu fasilitas transportasi di
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Selayar, terletak di dusun Padang, desa Bontosunggu, kecamatan
Bontoharu.
a. Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulaun Selayar mempunyai letak lintang yaitu, pada
sebelah Utara terdapat Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone. Kemudian
di sebelah Timur terdapat Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Di
sebelah Selatan terdapat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di sebelah
Barat terdapat Laut Flores dan Selat Makassar.

Berdasarkan letak sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas
Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kepulauan Selayar bahwa Selat Selayar
dilintasi pelayaran nusantara baik ke timur maupun ke barat, bahkan sudah
menjadi pelayaran internasional. Kabupaten Kepulauann Selayar merupakan
kepulauan yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional
yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat
perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani Kawasan
Timur Indonesia maupun pada skala internasional guna melayani negara-

negara kawasan Asia.
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Gambar 4.1 Kantor Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Kepulauan Selayar

Dokumentai A5 eptemer 2024
. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PMPTSP) adalah kantor yang bertempat di Jalan Jend. Achmad Yani Mal
Pelayanan Publik (MPP)Benteng Kab. Kepulauan Selayar. Yang lokasinya
sangat strategis karena berada di pusat kota sehingga mudah untuk diakses
oleh masyarakat setempat.

DPMPTSP awalnya kelembagaan setingkat Kantor yaitu Kantor
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (PTPM) dibentuk Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010.
Seiring dengan dinamika tuntutan pelayanan Publik yang Prima dalam

mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang kondusif
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bagi investasi, Status Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
(KPTPM) ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 47), dan terakhir diubah berdasarkan Peraturan
Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas PMPTSP merupakan
perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan
kegiatan pemerintahan umum, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PMPTSP).

Merujuk pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa
dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap
Perangkat Daerah harus menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah
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dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan
berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat paerah untuk
periode 5 (lima) tahun yang berientasi pada hasil yang ingin dicapai
sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menjabarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan
Renstra mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait seperti: Renstra
Kementrian Inverstasi; Renstra Kementrian Pendayaguaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan; Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan
dokumen terkait lainnya.
Adapun Visi Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu
“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”
Misi Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 6
yaitu:
1) Menembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan
transparan
2) Meningkatkan kualitas pembangunan pembangunan perdesaan.
3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4) Mengembangkan pengelolaan potensi kelauutan.

5) Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan.
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6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

a. Struktur Organisasi DPMTPSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kedudukan

yang di atur dalam Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 4

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan yang

menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pintu

Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PMPTSP) sesuai kebijkasanaan perundang-undangan yang
berlaku;
Penyiapkan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP);
Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang
tugasnya;
Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang
menjadi tanggung jawabnya;
Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

(DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai
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Struktur organisasi sebagai berikut:
1) Kepala Dinas;
2) Sekretaris terdiri dari
- Subbagian Program
- Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum
- Subbagian Keuangan
3) Bidang Penanaman Modal terdiri atas;
- Seleksi  Perencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
- Seleksi Promosi Penanaman Modal
- Seleksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
dan Informasi Penanaman Modal
4) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan terdiri atas;
- Seleksi Pelayanan dan Perizinan dan Non Perizinan
- Seleksi Pengembangan Layanan Perizinan dan Non
Perizinan
- Seleksi Pelaporan Layanan Perizinan dan Non Perizinan
5) Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun Sumber Daya Manusia Dinas PMPTSP Kabupaten
Kepulauan Selayar pada Mei 2024 berjumlah 24 orang PNS, 28 Orang PHL,

dan 4 orang tenaga sukarela.



Tabel 4.1 Komposisi Daya Aparatur Dinas PMPTSP

No Jabatan Jumlah
1 | Kepala Dinas 1 orang
2 | Sekretaris 1 orang
3 | Kepala Sub. Bagian Umum 1 orang
4 | Koordunator Jabatan Fungsional 2 orang
5 | Jaabatan Fungsional Tertentu 7 orang
6 | Jabatan Fungsional Umum 14 orang
7 | Staff Non PNS 28 orang

Sumber : Dokumen Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 4.2 Jumlah Aparatur Dinas PMPTSP

No Pangkat Jumlah
1 | Eleson I 1 orang
2 | Eleson 11 1 orang
3 | Eleson IV 1 orang

Sumber : Dokumen Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar




Gambar 4.2

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM

KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PENANAMAN
MODAL

KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DAN KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Sumber : Dokumen Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar
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b. Bentuk Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan Kantor MPP Kabupaten

Kepulauan Selayar mempunyai jam operasional pada hari Senin-

Jumat pukul 08.00-14.00 WITA, dengan statistic jumlah penerima

pelayanan tiap bulannya berkisar 20-30 orang perbulan. Secara

keseluruhan MPP Kabupaten Selayar telah mempunyai 16 instansi di

dalamnya, yaitu sebagai berikut ;

No INSTANSI

1 Polres Kepulauan Selayar

2 BPN Kepulauan Selayar

3 Jasa Raharja Kepulauan Selayar

4 Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan

5 PLN

6 Bank Sulselbar

7 KPPN Benteng Kepulauan Selayar

8 Kementrian Agama Kepulauan Selayar

9 KP2KP Benteng Kepulauan Selayar

10 Disdukcapil Kepulauan Selayar

11 DPMPTSPTK Kepulauan Selayar

12 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kepulauan Selayar

13 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Selayar

14 BPJS Ketenagakerjaan Kepulauan Selayar

15 BPJS Kesehatan Kepulauan Selayar

16 PDAM Kepulauan Selayar Kepulauan Selayar

Table 4.3 Daftar Instansi

Adapun beberapa instansi yang sudah berkantor di kantor

Mal Pelayanan Publik Kaabupaten Kepulauan Selayar, yaitu sebagai

berikut ;
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2)
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Dinas PMPTSP
DPMPTSP adalah singkatan dari Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Saatu Pintu yang memiliki
tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijjakan di
bidang penanaman modal, serta menyelenggarakan
pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan terpadu.
Adapun jenis pelayanan yang di berikan adalah sebagai
berikut:

- Pelayanan perizinan, seperti surat praktik, dokter, bidan,

perawat, apoteker dll

- Pelayanan nonperizinan

- Penanaman modal

- Perencanaan bidang penanaman modal

- Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal

- Penyelenggaraan pelayanan administrasi
PDAM

PDAM adalah singkatan dari Perusahaan Daerah

Air Minum, vyaitu perusahaan yang bergerak dibidang
penyediaan air bersih bagi masyarakat. PDAM merupakan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruhnya atau
sebagian modalnnya dimiliki olehh pemerintah daerah.
Adupun jenis pelayanan yang di berikan oleh PDAM adalah

sebagai berikut:
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- Melayani kebutuhan air minum kepada pelanggan
- Sambungan baru
- Pembayaran rekening air minum

- Pemeriksaan kualitas air

Pelayanan tangki air
Bank Sulselbar
Bank Sulselbar adalah bank pembangunan daerah
(BPD) yang beroperasi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Barat. Bank ini berkomitmen untuk memberikan layanan
yang prima kepada nasabah dengan menyediakan produk dan
layanan berbasis teknologi terkini. Adapun jenis pelayanan
yang diberikan oleh bank sulselbar yaitu sebagai berikut:
- Memberikan bantuan pembiayaan kepada badan usaha
dan perseorangan
- Melaksanakan kegiatan pengumpulan dana dalam
berbagai bentuk simpanan produk tabungan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengelola
administrasi  kependudukan dan melaksanakan tugas
pembantuan dari pemerintah. Adapun jenis pelayanan yang
di berikan adalah sebagai berikut:

- Penerbitan kartu identitas (KTP, KK, KIA)
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- Penerbitan surat keterangan (Surat keterangan pindah
negara, surat keterangan kelahiran, surat keterangan
kematian dll)
- Penerbitan akta (akta kematian, akta lahir, akta
pengakuan anak, akta pngesahan anak dll)
- Pencatatan biodata penduduk
- Pencatatan peristiwa kependudukan
- Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan
Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan dokumen
penting yang berisi prosedur dan intruksi baku dalam menjalankan berbagai
aktifitas di suatu instansi. Tujuan dari SOP yaitu mewujudkan pelayanan yang
cepat, mudah, transparan, dan terukur. Adapun tahapan yang umum digunakan
dalam pemberian pelayanan yaitu : Pemohon mengambil antrian, memenuhi
persyaratan, dan petugas pelaysanan mencatat, memverivikasi dan meneruskan
kelengkapan berkas.
. Hasil Penelitian
Pada bab ini penulis akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil
penelitian yang di laksanakan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan
Selayar. Untuk mengetahui efektifitas pelayanan publik penulis menggunakan
teori yang dikemukakan oleh Parasuraman (1990) dengan 5 indikator yaitu
Tangible, Realibility, Responsiveness, Assurance, Empathy yan dirangkum

dalam uraian sebagai berikut.
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a. Tangible (Bukti Fisik)

Bukti langsung artinya penampilan fisik, peralatan, media
komunikasi yang baik, menarik, terawat dan lancar sangat penting. Untuk
mengukur dimensi ini dalam upaya mengetahui efektifitas pelayanan
publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar dapat
diuraikan melalui indikator berikut.

1) Penampilan petugas dalam melayani Masyarakat
Pada indikator ini pegawai dan staf yang ada di kantor Mal
pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar turut memberikan
pendapat atau pandan mereka terkait inndikator di atas. Hasil
wawancara bersama N Selaku pegawai di kantor PTSP Kabupaten
Kepulauan Selayar pada (15 September 2024) mengatakan ;

“Ya tentu, untuk memberikan pelayanan yang baik kami tentunya
mempunyai peraturan mengenai cara berpakain pada pegawai dan

staff.”

Kemudian peneliti kembali mencoba melakukan wawancara
kepada salah satu Staf Bank Sulselbar yaitu NF dalam pertanyaan
wawancara mengatakan ;

“Iya tentunya mempengaruhi karena yang di lihat pertama kali
saat memberikan pelayanan itu ppenampilan rapih tidak nya kita tentu
mendapat penilaian tersendiri bagi masyarakat.”

Dari dua di atas dapat di simpulkan bahwa penampilan merupakan
hal yang berpengaruh dalam proses pelayanan, terlebih lagi tata cara

berpenampilan di kantor tersebut sudah mempunyai aturan. Para

petugas pelayanan yang ada di kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten
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Kepulauan Selayar mempunyai seragamnya masing masing, terlihat
dari pegawai yang tampil bersih saat berpakaian, merias wajah bagi
pegawai maupun staf wanita di kantor tersebut.

Di hari yang sama tepatnya pada tanggal (15 September 2024)
peneliti kembali melakukan wawancara dengan MS selaku Kasubag
Penanaman Modal menyatakan opininya;

“sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi yang penting standar
kesopanannya cukup.”

Tidak jauh berbeda dengan pendapat kasubag penanaman modal,
staf DUKCAPIL 1J juga mengungkapkan ;

“sebenarnya tergantung juga. Penampilan memang mempengaruhi
pelayanan. Tapi mengenai kualitas belum tentu berpengaruh, biasa
saja penampilannya bagus tapi pelayanannya kurang bagus. Jadi kalau
menurut saya penampilan itu subjektif”

Dari kedua pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut
kedua narasumber memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan
dua narasumber sebelumnya. Dimana MS dan IJ melihat penampilan
bukan hal yang sangat perlu untuk di perhatikan dalam memberikan
pelayanan, menurut beliau proses pelayanan jauh lebih penting di
banding penampilan.

M salah satu masyarakat yang menjadi informan pada indikator ini
mengatakan dalam wawancaranya;

“vang saya lihat penampilan pegawai di sini sudah bagus rapih”

Hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat menilai penampilan

pegawai di kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar
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dalam proses pemberian pelayanannya senantiasa berpenampilan bersih
dan rapih merupakan bentuk fisik yang dilihat oleh masyarakat
2) Kenyamanan tempat dalam proses pelayanan

Tampak dari luar gedung kantor Mal Pelayanan Publik terlihat apik
dan cukup memadai, lokasi parkirnya pun terbilang cukup luas, yang
memungkinkan motor maupun mobil terparkir dengan baik. Hanya saja
ketika hari mulai terik daerah parkiran pun akan panas di karenakan
terpapar matahari langsung.

Masuk ke bagian dalam kantor peneliti kemudian menanyakan
tanggapan masyarakat bernama M selaku penerima pelayanan
bagaimana kenyamanannya pada tanggal (15 September 2024), beliau
mengungkapkan ;

“kalau menurut saya sudah lumayan tapi masih perlu di benahi
karena saat menerima pelayanan kami sebagai masyarakat merasa
gerah dan panas™

Dari ungkapan Muti terkait kenyamanan di kantor Mal Pelayanan
Publik Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya nyaman.
Karena beliau mengatakan bahwa hawa panas saat menerima pelayanan
membuat masyarakat merasa kurang nyaman akibat belum
mendukungnya AC maupun kipas yang disediakan di kantor tersebut.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan pegawai di
kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar di hari
yang sama terkait kenyamanan tempat dalam pelayanan NF salah stu

Staf Bank Sulselbar yang dalam wawancara mengatakan ;
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“untuk di kantor pelayanan kami saya rasa sudah cukup
memberikan kenyamanan kepada penerima pelayanan”

Menurut NF kenyamanan yang di berikan kepada masyarakat
penerima pelayanan di rasa sudah cukup, berbeda dengan pendapat
langsung dari masyarakat yang mengeluhkan hawa panas ketika
menunggu proses pelayanan.

Pertanyaan yang sama kembali di berikan kepada Kasubag
Penanaman Modal Bapak MS beliau berpendapat sebagai berikut ;

“kalau untuk di sini trouble utamanya itu plafon (atap) ini sulit
untuk di lakukan pengadaan karena kurangnya anggaran, kalaupun
ada kita juga harus berhati hati dalam mengola/nya

Dari pendapat Bapak MS Selaku Kasubag Penanaman Modal
bahwa kurangnya kenyamanan dalam proses pelayanan berhubungan
dengan atap yang masih belum melakukan pengadaan yang disebabkan
oleh kurangnya anggaran untuk melakukan pengadaan pada atap yang
bermasalah. Adapun anggaran yang ada pihak terkaitpun tidak serta
merta memakai anggaran tersebut untuk di gunakan dalam melakukan
pengadaan, penggunaan anggaran tetap dilakukan dengan sangat hati
hati.

Salah satu Staf DUKCAPIL 1J juga mengungkapkan hal yang
menurutnya di anggap kurang dalam hal penunjang kenyamanan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beliau mengungkapkan ;

“kalau di lihat dari sarana dan prasarana sudah memadai tapi
masalah infrastruktur, yah masih agak panas kalau masyarakat datang.

Sehingga mengurangi rasa nyaman masyarakat yang datang”

Beliau menjelaskan bahwa masih terdapat masalah infrastruktur



3)

60

sehingga masayarakat maupun pegawai juga staf yang ada di dalam
kantor merasa hawa yang panas. Hal tersebut tentunya berpengaruh
pada tingkat kenyamanan masyarakat dalam pemberian pelayanan.

Hal tersebut sesuai dengan keluhan masyarakat mengungkapkan
bahwa masyarakat penerima pelayanan merasa gerah kepanasan saat
berada di dalam kantor pelayanan.

Penggunaan alat bantu dalam proses pelayanan

Pada indikator ini peneliti kembali meneliti penggunaan alat
bantu yang digunakan pegawai atau staf dalam pemberian pelayanan
kepada masayarakat. Alat bantu yang digunakan tentunya di harap
dapat menunjang dan mempermudah dalam pelayanan berlangsung.
Pada tanggal (15 Sepetember 2024) terdapat Hasil wawancara dengan
pegawai MPP PTSP berinisial N mengatakan ;

“Ya kami disini tentunya menggunakan alat bantu seperti
computer guna memudahkan staf maupun pegawai yang sedang
memberikan pelayanan”

Hal yang sama juga diungkap oleh salah satu Staf Bank Sulselbar

NF yang mengatakan ;

“untuk alat bantu kami menggunakan computer guna menginput
data masyarakat atau pelanggan yang ada”

Dari dua pendapat tersebut sudah jelas dalam pemberian
pelayanan di kantor tersebut menggunakan alat bantu computer sebagai
alat bantu untama dalam proses pemberian pelayanan publik. Baik
PTSP maupun Bank Sulselbar sama sama menggunakan alat bantu guna

memudahkan proses penginputan data dan lain sebagainya.
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Tak jauh berbeda Kasubag Penanaman Modal MS juga
mengungkapkan bahwa sebagian besar alat bantu yang di gunakan
adalah computer dan menjelaskan ;

“lya, karena pelayanan di sinikan by system jadi izin usaha itu
dari kementrian melalui aplikasi OSS”

Penggunaan computer sebagai alat bantu dama pelayanan sudah
menjadi hal yang wajib, karena izin usaha menggunakan aplikasi untuk
pengajuan izin kepada kementrian. Sehingga computer menjadi elemen
yang paling penting dalam proses pelayanan.

Peneliti kembali melakukan wawancara denngan 1J salah satu Staf
DUKCAPIL di kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan
Selayar terkait indikator kenyamanan tempat dalam proses pelayanan
mengatakan ;

“lya, kita pakai alat PC (computer) untuk menginput data, ada
kamera juga yang di gunakan pada saat perekaman KTP elektronik”

Jelas computer menjadi alat bantu utama dalam proses pelayanan,
gunanya untuk menginput data masyarakat penerima pelayanan baik
dalam pebuatan akta kelahiran, KTP-E, Surat keterangan dan lain
sebainya tentu menggunakan computer sebagai media untuk menginput
segala data yang dibutuhkan.

Dari rangkaian pendapat diatas peneliti kembali melakukan
wawancara di waktu yang sama dengan masayarakat berinisial A selaku
penerima pelayanan melihat alat bantu yang digunakan kantor Mal

Pelayanan Publik dalam pemberian pelayanan mengatakan ;
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“selama saya menerima pelayanan di sini saya lihat pegawai
kebanyakan menggunakan computer atau laptop untuk pelatyanan”

Hal tersebut menjadi bukti bahwa dalam proses pelayanan di
kantor Mal Pelayanan Publik menggunakan alat bantu untuk
memudahkan akses dalam proses menginput data pelnggan. Selain
computer di nyatakan juga bahwa beberapa instansi di dalam
menggunakan alat bantu tambahan seperti misalnya kamera digitital.

b. Reability (Keandalan)

Keandalan yaitu kemampuan untuk memberikan layanan dengan akurat
dan tepat sesuai dengan prinsip dan standar pelayanan minimal. Untuk
mengukur dimensi ini dalam upaya mengetahui efektifitas pelayanan publik
di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan
melalui indikator berikut.

1) Kecermatan pegawai dalam memberikan pelayanan
Pada indikator ini tingkat kecermatan pegawai dalam memberikan
pelayanan menjaddi hal yang di perhatikan di dalamnya. Maka dari itu
peneliti mencoba menggali informasi mengenai kecermatan pegawai

dengan mewawancarai salah satu pegawai PTSP berinisal N

mengungkapkan

“saya rasa semua pegawai di kantor PTSP ini selalu cermat dalam
memberikan pelayanan, seperti contohnya saat mahasiswa ingin
meelakukan penelitian di kantor kami harus melengkapi berkas berkas
yang menjadi syarat perizinan. Seperti fotocopy KTP, Proposal
penelitian, surat pengantar dari kampus atau dari PTSP provinsi”

Beliau menjelaskan bahwa dalam proses pelayanan semua harus

memenuhi syarat dan ketentuan berkas yang diperlukan. Sehingga
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pegawai maupun staff akan bekerja secara cermat dengan tuntunan
syarat pelayanan mengenai kelengkapan berkas terkait.

Menurut MS tingkat kecermatan pegawai dalam memberikan
pelayanan tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebab pegawai maupun staf
sudah mahir atau terbiasa dengan pelayanan apa saja yang akan
diberikan oleh masyarakat. Adapun urangnya kecermatan yang
ditemukan oleh masyarakat dalam proses pelayanan para pegawai yang
merasa kurang paham dengan apa yang di tangani akan menanyakan
atau memberikan penanganan masalah kepada pegawai yang lebih ahli.
Dalam wawancara beliau mengungkapkan ;

“Ya untuk cermatnya persentase ke errornya saya kira sangat
minim untuk itu, karena sudah terbiasa”

Sedangkan salah satu Staf DUKCAPIL vyaitu 1J menjelaskan
bagaimana bentuk kecermatan pegawai dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, yang menurutnya semua kembali ke sistem kerja
dari bidang yang bertanggung jawab di dalamnya. Irfan Jamil
mengatakan ;

“selama ini saya lihat teman teman cukup cermat artinya mungkin
jika ada kesalahan dalam proses verivikasi itu kecil biasanya.
Kemudian pada saat proses verivikasi biasanya teman teman
mencermati perbedaan data yang ada seperti perbedaan nama di kartu
keluarga dan KTP”

Dari beberapa pendapat di atas penelitipun mencoba menyanyakan

bagaimana pandangan masyarakat berinisaal A terkait pengguna

pelayanan menanggapi kecermatan pegawai dalam memberi pelayan
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“sudah cukup lumayan, tapi saya perhatikan masih ada beberapa
yang kurang mahir dalam memberikan pelayanan”

Menurut beliau masih ada beberapa pelayanan yang terlihat belum
menguasai atau mahir dalam proses pelayanan. Sehingga pekerjaan
tersebut kerap kali di berikan kepada pegawai atau staf yang lebih
mengetahui permasalahan yang ada.

2) Memiliki standar pelayanan yang jelas

Pada dasarnya semua pelayanan mempunyai SOPnya dalam
memberikan pelayanan, guna memberikan pelayanan yang baik
sehingga di harap dalam pelayanannya dapat lebih teliti. SOP pelayanan
publik adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. SOP pelayanan
Publik dapat berupa Pengelolaan suurat keluar, penyusunan daftar
informasi dan dokumentasi publik, pelayanan permohonan informasi
publik, Uji konsekuensi informasi publik, serta Fasilitas sengketa
informasi publik. Salah satu pegawai PTSP yang berinisial N
mengatakan ;

“ya tentu, setiap pelayanan pasti mempunyai SOPnya” ujarnya.

Di waktu yang sama Kasubag Penanaman Modal mengatakan
bahwa Standar pelayanan di kantor tersebut sudah mempunyai standar
pelayanan yang jelas. Sehingga tidak ada masalah dalam standar
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat yang datang
tentu harus mencapai  standar pelayanan yang tersedia guna

memudahkan pegawai maupun staf dalam menyelesaikan proses
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pelayanan yang ada. MS, selaku Kasubag Penanaman Modal
mengatakan ;

“SOP ada sudah di bukukan malah”.

Kemudian peneliti kembali mewawancarai Staf DUKCAPIL, 1J
mengenai standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam
wawancaranya beliau mengungkapkan;

“va, itu harus. Kita harus memiliki standar pelayanan yang jelas.
Artinya ketika masyarakat datang kita layani sesuai prosedur kemudian
waktu pelayanan juga penyelesaian harus cepat”

IJ menjelaskan bahwa dengan adanya standar pelayanan yang jelas
tentu dalam pelayanan kami memberikan apa yang di perlukan dalam
membantu masyarakat. Tentunya sesuai dengan prosedur yang ada,
selain itu dengan berjalannya proses pelayanan sesuai dengan prosedur
yang ada akan mempercepat proses pelayanan selesai kemudian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kantor Mal Pelayanan Publik DI
kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai standar pelayanan yang baik.
Hal tersebut pun di anggap penting dalam pemberian pelayanan guna
memberikan segala yang terbaik kepada pelanggan.

3) Kemampuan dan keahlian pegawai dalam pengoperasian alat bantu
dalam proses pelayanan.

Kemampuan pegawai dalam mengoperasikan alat bantu sangatlah
penting untuk diperhatikan. Karena kemampuan pegawai tersebut dapat
berpengaruh pada proses pelayanan yang ada, dengan kemapuan atau

keahlian yang dimiliki memungkinkan pegawai mengerjakan
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pelayananan dengan mudah juga mengefisienkan waktu dalam proses
pelayanan kepada pelanggan.

Dalam wawancara pada tanggal (15 Sepetember 2024) N selaku
pegawai PTSP menjelaskan bahwa penempatan bidang pelayanan sudah
disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang. Misalnya
dalam mengoperasikan computer penempatan bidang kerja yang
diberikan semua sudah menguasai bagaiamana cara mengolah atau
menyajikan data masyarakat kedalam aplikasi yyang di gunakan. Dalam
wawancaranya la mengatakan ;

“Tentu alat bantu yang di gunakan sesuai dengan bidang
pelayanannya masing masing dan harus menguasai, mengolah atau
menyajikan data aplikasi dari computer”’

Di waktu yang sama NF salah satu Staf Bank Sulselbar
mengungkapkan bahwa para pegawai dituntut untuk menguasai alat
bantu yang digunakan seperti computer misalnya. Sehingga dalam
proses pelayanan memudahkan pegawai dalam mengoperasikan alat

bantu yang diperlukan. NF mengatakan dalam wawancaranya ;

“mahir yah, krna kami juga dituntut untuk menguasai bagaimana
cara mengolah data dan cara pengoperasian yang benar”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kasubag Penanaman Modal
yaitu MS yang mmengungkapkan ;

“alat bantu ataupun barang saya kira mahir, karena semua sudah
di sesuaikan dengan kemampuan dalam bidangnya”

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Kasubag Penanaman Modal,

Staf DUKCAPIL 1J mengungkapan bahwa penempatan pegawaii sudah
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disesuaikan dengan kemampuan dan penempatan bidang kerjanya.
Beliau mengatakan ;

“sesuai dengan porsinya yah. Seperti operator dia bias
mengoperasikan computer, yang intinya mereka di tempat kan dan di
tugaskan sesuai dengan kemampuan yang di miliki.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disiimpulkan bahwa setiap
pegawai maupun staf sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki dalam mengoperasikan atau menggunakan alat bantu
dalam proses pelayanan. Penempatan bidang kerja tentunya disesuaikan
denngan kemampuan yang di butuhkan, seperti memverivikasi data,
mengolah data dan lain sebagainya. Semua sudah di tempatkan sesuai
dengan kamampuan dan keahliannya masing-masing agar dapat
bertanggung jawab atas apa yang di tugaskan sebelumnya.

c. Responsiveness (Daya Tanggap)

Daya Tanggap yaitu kesediaan untuk membantu para konsumen dan
memberikan pelayanan secara cepat dan tepat sesuai dengan tenggat waktu
yang telah diberikan. Berikut hasil wawancara terkait indikator pada
dimensi Responsivenes.

1) Respon pegawai menanggapi keluhan masyarakat
Pada indikator ini peneliti malakukan wawanca mengenai respon
pegawai dalam menanggapi keluhan masyarakat. Seperti yang Kita
ketahui masyarakat memiliki peran penting dalam mengevaluasi
bagaimana pelayanan yang diberikan. Sehingga pegawai maupun staff

dapat memberbaiki kesalahan atau kekurangan yang ada dalam proses



68

pelayanan.

Pada wawancara tanggal (15 September 2024) di Kantor Mal
Pelayananan  Publik  Kabupaten Kepulauan Selayar  kembali
berkesampatan mewawancarai salah satu Staf Bank Sulselbar berinisial
NF yang mengatakan ;

“kalau itu tergantung dari masalah atau keluhannya apa kemudian
selanjutnya kami memberi sikap atau tindakan yang sesuai dengan
permasalahannya”

Dari pendapat di atas NF selaku staf Bank Sulselbar menjelaskan
bagaimana cara menangani keluhan masyarakat yang ada. Yaitu dengan
menganalisis permasalahan yang ada terlebih dahulu kemudian
mempertimbangkan apakah masalah yang dikeluhkan bisa di tangani
oleh Bank Sulselbar daerah setempat atau perlu di alihkan ke pusat untuk
memproses nya lebih lanjut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah
seorangpegawai PTSP berinisal N yang menegasan bahwa menanggapi
keluhan masyarakat yang ada menjadi tugasnya dalam memberikan

pelayanan publik. Dalam wawancara N mengatakan ;

“tentu, itu sudah menjadi tugas pokok kami yaitu memberi
pelayanan kepada masyarakat”

Kemudian wawancara selanjutnya di lakukan dengan bapak MS
selaku Kasubag Penanaman Modal mengatakan ;

“untuk keluhan masyarakat saya kira kami di sini sebagai pelayan
terkait perizinan, apabila terdapat masalah lain maka laporan tersebut
akan di berikan kepada instansi teknis. Seperti bangunan yang tidak
memiliki izin usaha, menyalahi tata ruang itu tetap kami bias layani
kemudian nantinya diberikan tembusan kepada PU selaku instansi
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teknisnya seperti itu. ”

Beliau menjelaskan  jenis pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat. Namun apabila terdapat keluhan diluar dari pelayanan yang
disediakan tetapi masih berhubungan dengan perizinan maka pihak
penanaman modal sendiri memberikan tembusan kepada isntansi Teknis
seperti PU guna menangani keluhan masyarakat tersebut.

Kemudian pada kesempatan wawancara dengan Staf DUKCAPIL
yaitu bapak IF juga memberikan gagasannya sendiri terkait bagaimana
menghadapi/menanggapi keluhan masyarakat dalam pelayanan di kantor
DUKCAPIL. Beliau mengungkapkan ;

“vang namanya pelayanan tidak semua masyarakat merasa puas,
pasti ada saja yang mengeluh. Misalnya dalam pelayanaan KTP
elektronik dikkarenakan blanko yang disediakan terbatas jadi
memungkinkan masyarakat menunggu kurang lebih 1 sampai 2 hari.
Jaringan juga terkadang menjadi hal yang dikeluhkan oleh masyarakat.
Tugas kita adalah menjelaskan apa yang menjadi hambatan dalam
proses pelayanan yang lambat”

IF menjelaskan bahwa normalnya pelayanan pasti ada saja yang
dikeluhkan oleh masyarakat. Namun yang sering terjadi yaitu
tertundanya penyelesaian KTP-E karena stok blanko yang terbatas
memungkinkan tertundanya proses pelayanan hingga blanko yang
dibutuhka kembali tersedia. Selain itu masalah jaringan yang kerap kali
kurang mendukung menjadi salah satu faktor terhambatnya proses
pelayanan sehingga masyarakat terkadang mengeluhkan proses

pelayanan yang lama. Padahal permasalah terkait stok blanko juga

jaringan diluar dari kendali kami sebagai tenaga pelayanan publik di
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kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepualuan Selayar.
2) Pegawai melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat
Pada wawancara tanggal (15 September 2024) diungkap oleh
Kasubag Penanaman Modal yaitu Bapak MS menjamin proses pelayanan
yang cepat dan tepat yaitu dengan segera memproses berkas atau data
yang masuk kemudian di olah sesuai dengan pelayanan apa yang
diperlukan. Beliau mengatakan;

“lya, wajib bagi kami untuk segera memproses pelayanan dengan
cepat dan juga tepat tentunya”.

Berbeda dengan kasubag Penanaman Modal dalam wawancara
pegawai PTSP. N mengungkapkan kendala yang kerap terjadi dalam
proses pelayanan meskipun dalam upaya memberikan pelayanan yang
cepat. Beliau mengatakan;

“Ya tentu kami mengusahakan pemberian pelayanan yang cepat
dan tepat kepada masyarakat, walapun terkadang ada saja hambatan
yang tidak di duga yang mengakibatkan sedikit terambatnya proses
pelayanan itu selesai.”

1J salah seorang Staf DUKCAPIL mengungkapkan;

“secara umum iya. Seperti sekarang ini, berkas yang masuk hari
ini, berkas yang lengkap sesuai dengan SOP kita targetkan harus selesai
hari ini juga seperti itu”.

Semua akan dilayani secara tepat dan cepat tetapi harus sesuai
dengan SOP yang ada. Terutama dalam penginputan berkas atau data,
yang mempunyai syarat kelengkapannya untuk kemudian di proses lebih

lanjut oleh pihak pelayanan publik.

3) Semua keluhan masyarakat direspon oleh pegawai
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Beberapa instansi yang terdapat di Kantor Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Kepulauan Selayar sudah memberikan wadah bagi
masyarakat yang mempunyai keluhan terkait proses pelayanan yang ada.
Seperti misalnya Penanaman Modal. Dalam wawancara dengan Kasubag
Penanaman Modal yaitu Bapak MS (15 September 2024) mengatakan ;

“semua keluhan kita rangkum semua, kita ada pelayanan offline
maupun online ada di website seperti itu”.

Dengan adanya media offline maupun online tersebut akan
memudahkan dalam proses memperbaiki pelayanan yang dirasa
masyarakat masih kurang dan masih dikeluhkan oleh masyarakat.

Pegawai PTSP berinisial N saat diwawancarai mengungkapkan
bahwa memahami keluhan masyarakat yang ada merupakan salah satu
bentuk perhatian kepada masyarakat. Karena dari keluhan yang ada kami
tentu akan memberbaiki apa yang di rasa kurang oleh para pelanggan
yang ada. Beliau mengatakan ;

“Sudah  pasti kami mengusahakan memahami keluhan dari
masyarakat, untuk memperbaiki sistem pelayanan yang masih kurang.
Sehingga tidak ada salahnya untuk mendegarkan  dan
mempertimbangkan hal yang di keluhkan oleh masyarakat.”

Selain media yang disediakan seperti yang jelaskan oleh Kasubag
Penanaman Modal, DUKCAPIL juga menyediakan coordinator yang
sudah di tugaskan sebagai tempat pengaduan keluhan masyarakat
sehingga untuk menangani keluhan masyarakat akan lebih spesifik

pelayanan pengaduannya karena disediakannya coordinator pengaduan

yang di harap dapat mmemudahkan masyarakat dalam menyampaikan
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keluhannya. Staf DUKCAPIL 1J (15 September 2024) mengatakan ;
“untuk keluhan kita punya coordinator dan pegaduan jadi
masyarakat yang mempunyai keluhan kita arahkan ke coordinator
pengaduan. Dan harus di respon dengan baik karena menyangkut
tentang masalah pelayanan yang kita berikan”
d. Assurance (Jaminan)

Asuransi yaitu memberikan jaminan dan kepastian terhadap konsumen
dan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dari penerima pelayanan.
Untuk mengukur dimensi Assurance, dalam upaya mengetahui efektivitas
pelayanan publik di Kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan
Selayar dapat diukur melalui indikator sebagai berikut
1) Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan

Untuk pelayanan sekarang, seperti yang kita ketahui kebanyakan
dilakukan secara online untuk menginput data ke pusat. Tentunya
menggunakan jaringan yang memadai atau mendukung. Seperti yang di
katakan salah satu pegawai PTSP berinisial N (15 September 2024)
mengatakan ;

“kalau soal itu tidak selalu tepat waktu, karena kadang aplikasi
bermasalah dikarenakan aplikasi yang digunakan itu tergantung dari
pusat juga.”

Dari penjelasan di atas mengungkapkan bahwa untuk jaminan
ketepatan waktu dalam pelayanan belum bisa terjamin sepenuhnya.
Dikarenakan jaringan yang kadang kala bermasalah atau tidak stabil
sehingga menunda pelayanan yang di harapkan tepat waktu.

Pada wawancara dengan NF vyaitu Staf Bank Sulselbar (15

September 2024) mengatakan hal yang hamper sama. Mengenai proses



73

cepatnya pelayanan juga tergantung proses cepatnya tidaknya dari pusat.
NF mengatakan ;

“kalau jaminan waktu itu tergantung dari waktu yang di berikan
juga tergantung dari cepat tidaknya proses dari pusat”.

1J selaku Staf CAPIL (15 September 2024) mengungkapkan bahwa
cepat atau lambatnya proses pelayaan tergantung dari jumlah antrian yang
ada pada hari itu. Untuk penyelesaiaan pelayanan beliau menjeleskan bisa
dijamin namun kembali lagi ke jumlah antrian yang ada. Dalam
wawancaranya beliau mengatakan

“kalau sesuai target kami bisa jamin itu. Seperti yang saya bilang
tadi, kita usahakan selesai dalam satu hari tergantung dari jumlah
antrian”

Di hari yang sama MS vyaitu Kasubag Penanaman Modal

mengatakan

“kalau jaminan tepat waktunya saya rasa tidak ada masalah,
ketika berkasnya lengkap otomatis terbit karena by system.”.

Seperti yang dijelaskan di atas, permasalahan yang ada dan
menjadi penghambat ~ yaitu  kekurangan berkas yang dibawa oleh
masyarakat sehingga pemberian pelayanan tidak langssung dilakukan
karena kami menggunakan aplikasi dari pusat yang digunakan untuk
menginput data para penerima pelayanan. Sehingga kurangnya berkas
yang diperlukan dalam penginputan tidak akan di respon oleh apllikasi by
system.

2) Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan

Pegawai PTSP yaitu N dalam wawancaranya (15 September2024)
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mengatakan

“tidak ada, apapun itu yang berbau pungli saya pastikan tidak ada
dalam proses pelayanan kami.”

Begitu pula yang di katakana pegawai Penanaman Modal Bapak MS
(15 September 2024) yang menegaskan bahwa tidak ada pungli dalam
peemberian pelayanan. Dalam wawancaranya ia mengatakan

“ya, semua pelayanan di sini gratis. Tidak ada pungli, apa lagi kami
disini memberikan layanan berupa bantuan modal usaha’

Begitupula 1J selaku Staf DUKCAPIL dalaam proses wawancara
juga mengungkapkan bhawa semua pelayanan di lakukan secara gratis.
Beliau mengatakan

“tidak ada biaya, kami di sini gratis dalam memberikan pelayanan.
Kami tidak memungut biaya, semua pelayanan gratis”

Dari beberapa pendapat diatas bisa di simpulkan bahwa kantor Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar tidak membenarkan adanya
biaya dalam pelayanannya. Semua proses pelayanan di berikan secara gratis
tanpa pungli.

. Empathy (Empati)

Empati yaitu sikap dan perilaku yang selalu memperhatikan dan
peduli terhadap kepentingan pelanggan secara individual. Kemampuan
komunikassi para karyawan untuk menjelaskan dengan baik mengenai
pelayanan yang tersedia akan memberikan dampak baik dari evaluasi
pelanggan.

1) Mendahulukan kepentingan pelanggan

Pelanggan dalam proses pelayanan layaknya raja, mengutamakan
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apa yang di perlukan dan pihak pemberi layanan senantiasa memberikan
yang terbaik kepada masyarakat penerima pelayanan. NF salah satu Staf
Bank Sulselbar di Kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan
Selayar pada tanggal (15 September 2024) mengungkapkan

“lya, kami pastinya mementingkan kepentingan nasabah terlebih
dahulu ketika masih dalam jam kerja”.

Hal serupa juga di ungkapkan Kasubag Penanaman Modal Bapak
MS (15 September 2024). Yang menjelaskan bahwa apabila terjadi sesuatu
diluar rencana atau yang sudah di teetapkan pegawai yang berhalangan di
wajibkan menyelesaikan proses pelayanankepada pelanggan maka pegawai
lain yang mengetahui tentang prosedur pelayanan di bidang tersebut tetap
berjalan sesuai semestinya. Sehingga masyarakat tetap mendapat pelayanan
yang tepat dan diutamakan. Dalam wawancaranya beliau mengataakan ;

“tentu saja kalau soal itu karena apabila ada yang berhalangan ada
pegawai yang bias menggantikan pekerjaan tersebut”.

IJ salah satu Staf CAPIL yang berkesempatan menjadi informan
dalam penelitian ini. Pada indikator ini beliau mangatakan ;

“vang namanya pelayanan kita harus mengutamakan pelayanan
dulu. menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian mengerjakan
urusan pribadi”

Dari observassi yang dilakukan benar adanya bahwa petugas
pelayanan lebih mendahulukan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan,

memberikan hal yang terbaik, dan mengerjakan tugas dengan penuh

tanggung jawab.
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2) Pegawai melayani dengan ramah, sopan, dan santun
Dalam proses pelayanan sudah seharusnya masyarakat selagu
pelanggann penerima pelayanan mendapatkan pelayanan yang ramabh,
sopan juga santun. Sehingga masyarakaat merasa nyaman tenang dan lebih
mudah berkomunikasi dengan pegawai pelayanan terkait apa yang perlu di
bantu oleh para pemberi pelayanan. Pegawai PTSP bernisial N (15

September 2024) mengatakan dalam wawanacaranya

“pasti, saya kira dalam setiap pelayanan pegawai harus bersikap
ramah, sopan, dan santun juga mengahargai masyarakat untuk memberikan
kenyamanan juga kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan”

Tidak jauh berbeda dengan pendapat pegawai PTSP sebelumnya, Staf
Bank Sulselbar berinisial NF pada (15 September 2024) juga
mnegungkapkan hal yang serupa. Beliau mengatakan ;

“iva sudah pasti, kami akan bersikap sopan dan santun dalam
meberikan pelayanan, mempertanyakan apa yang kami bias bantu dan apa
yang dikeluhkan oleh masyarakat atau nasabah”.

Dari kedua instansi diatas sama-sama menjelaskan penerapan sikap
ramah, sopan, dan santun kepada pelanggan. Hal tersebut merupakan hal
yang di terapkan pada proses pelayanannya. Guna memberikan kenyamanan
juga kepuasan bagi masyarakat penerima pelayanan.

Sedangkan pada wawancara tanggal (15 September 2024) Kasubag
Penanaman Modal yaitu bapak MS mengungkapkan hal yang berbeda.
Beliau berpenadapaat bahwa tingkat kesopanan, ramah juga santun menjadi

hal yang objektif. Meskipun para pegawai maupun staf sudah bersikap

sopan dan santun namun penilaian tersebut akan kembali masyarakaat
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sebagai penerima pelayanan. Muhammad Saing menagatakan

“mengenai sopan santun itukan objektif yah, tapi saya rasa kami di
sini sudah memenuhi standar sopan dan santun dalam memberikan
pelayanan™

Staf DUKCAPIL 1J dalam wawancaranya (15 September 2024) juga
mengungkapkan hal serupa. Beliau menagtakan;

“kalau SOPnya kita harus begitu, harus ramah sopan dan santun
dalam hal pelayanan, sebagian besar sudah. Kembali lagi ke penilaian
masyarakat karena terkadang kita sudah merasa ramah tapi menurut
masyarakat tidak ramah seperti itu”

Dari hasil observasi kedua isntansi di atas menjelaskan bahwa
penilaian tersbut bersifat objektif tergantung dari suudut panndang
masyarakat. Tetapi kami tentunya menanamkan sikap ramah sopan dan
santun kepada staf maupun pegawai dalam proses pelayanan.

3) Pada proses pelayanan petugas tidak diskriminatif

Dari hasil obesrvasi mengenai indikator diatas para petugas pelayanan
tidak membenarkan tindak diskriminasi pada proses pelayanan. Semua di
layani sesuai dengan permasalahan, di layani sesuai antrian, tanpa membeda
bedakan siapapun masyarakat penerima pelayanan. Seperti yang di katakan
N seorang pegawai PTSP beliau mengatakan dalamm wawancaranya ;

“tentu saja dalam pemberian pelayanan kami tidak membeda bedakan
masyarakat, baik dari suku agama juga rassnya. Kami tidak mungkin
melakukan tindak diskriminasi dalam proses pemberian pelayanan kepada
masyarakat yang datang”.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Staf Bank Sulselbar yaitu NF.

Beliau juga mengatakan memberika pelayanann yang sama kepada

masyarakat sessuai dengan apa yang dibutuhkan tanpa membeda bedakan
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masayarakat yang sedang menunggu antrian.

“lya, kami tentunya tidak membeda bedakan nasabah yang datang.
Semua di layani sesuai dengan antriannya masing masing juga melayani
dengan senang hati”

MS selaku Kasubag Penanaman Modal menegaskan bahwa tidak
adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan pegawai dalam memberikan
pelayanan. Semua di layani tanpa dibeda bedakan dan dii layani sesuai
prosedur yang ada. Dalam wawancaranya MS mengatakan ;

“kami menghargai dan tidak membeda bedakan masyarakat yang
ada, semua masyarakat yang menerima pelayanan harus mengikuti syarat
dan ketentuan yang ada juga kelengkapan berkas yang di butuhkan.”

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan teori yang dikemukanan oleh Parasuraman (1990). Bahwa
kualitas pelayanan di tentukan dari 5 dimensi yaitu Tangibel, Reability,
Responsiveness,Assurance, empathy. Dari pendapat tersebut daapat diketahui
bahwa kualitas pelayanan merupakan pelayanan yang diberikan kepada
pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dilakukan sebagai
pedoman dalam memberikan pelayanan. Hal = tersebut dirangkum dalam
penjelasan sebagai berikut ;
a. Dimensi Tangible (Bukti Fisik)

Menurut Suparyanto dan Rosad(2015) Tangible atau bukti fisik yaitu
kemampuan sutau perusahaan dalam menunjukan eksistensi bukti fisik
kepada pihak eksternal . Bukti fisik ini antara lain gedung, mesin, peralatan,

teknologi, lahan parkir, kebersihan serta penampilan pegawai.

Sedangkan menurut Tjiptono dan Chandra(2011) infikator tangible
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yaitu kemutakhiran, peralatan dan teknologi, kondisi sarana kondisi SDM,
serta keselarasan fasilitas fisik dengan jenis jasa yang diberikan.

Dari teori diatas maka Dimensi Tangible ini di tentukan dari bebeapa
indikator di antaranya penampilan petugas dalam melaayani masyarakat,
kenyamanan tempat dalam proses pelayanan, juga penggunaan alat bantu
dalam proses pelayanan.

Kualitas pelayanan publik di kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Kepulauan  Selayar terdapat dimensi Tangible berdasarkan dari data
indikator-indikator yang di gunakan dalam penelitian bisa dikatakan baik.
Dapat dilihat dari penampilan petugas pelayanan yang rapih dan mempunyai
seragamnya masing-masing, penyedian kursi di ruang tunggu untuk
menunjang kenyamanan masyarakat penerima pelayanan, juga penggunaan
alat bantu berupa computer, kamera dll. Tapi pada indikator ini terdapat
kekurangan dalam hal kenyamanan pelanggan yaitu masyarakat merasa
gerah dan panas saat menunggu proses pelayanan di akibatkan fasilitas AC
yang kurrang memadai.

Hal tersebut sudah hampir sesuai dengan indikator indikator yang
terdapat pada dua teori sebelumnya vyaitu toeri dari Suparyanto dan
Rosad(2015) juga Tjiptono dan Chandra(2011). Hanya saja ada beberapa
elemen yang masih perlu ditinngkatkan lagi agar proses pemberian
pelayanan dapat lebih baik tentunya.

b. Dimensi Realibility (Kehandalan)

Realibility merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan
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yang dijanjikan secara cermat, sesuai standar, kemampuan dan keahlian
penggunaan alat bantuu dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh
kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar. Dimensi
Realibility ditentukan oleh beberapa indikator yaitu kecermatan, standar
pelayanan, kemampuan dan keahlian menggunakan alat bantu pelayanan.

Menurut Tjiptono (2014) Reability adalah kemampuan pemberi jasa
dalam memmberikan layanan yang dijanjikan dengan segera , akurat dan
memuaskan. Sedangkan menurut Far’ahdina Prisma Aulia dan Edi Susanto
dalam Journal Of Marketing Modern dimensi pelayanan Reability
merupakan sesuatu yang sangat penting dalam dinamika kerja suatu
organisasi. Kehandalan yang dimmaksud adalah kehandalan pengetahuan
yang dimiliki, kehandalan menguasai bidang kerja yang diterapkan,
kehandalan dalam dan kehandalan meenggunakan teknologi kerja.

Analisis kualitatif yang dilakukan terhadap dimensi Realibility
kualitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar
baik. Karena indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini
terpenuhi dengan baik. Indikator tersebut antara lain kecermatan pegawai
dalam meberikan pelayanan, memiliki SOP yang jelas, yang tentunya
sudah di terapkan para instansi yang ada di kantor tersebut. Serta
kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam proses
pelayanan karena penempatan staf juga pegawai di sesuaikan dengan
kemampuan yang dimiki dengan penempatan bidang yang di berikan. Hal

tersebut sudah sejalan dengan dua teori yang dibahas sebelumnya
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mengenai apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan Reability.
c. Dimensi Responsisvenes (Daya Tanggap)

Responsiveness merupakan kesediaan pegawai untuk membantu
para konsumen dan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat sesuai
dengan tenggat waktu yang telah diberikan. Dimensi Responsiveness
dalam penelitian ini ditentukan oleh indikator-indikator yaitu pegawai
meemberikan pelayanan yang cepat dan tepat, serta mendengarkan
keluhan masyarakat dalam proses pelayanan.

Menurut Suparyanto dan Rosad (2015) Responsiveness atau daya
tanggap yaitu kebijakan untuk membantu dan memberikan jasa yang cepat
dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.
Sedangkan menurut Parasuraman (dalam Jasfar, 2005) Responsiveness
yaitu kemauan dan keinginan para karyawan untuk mmembantu dan
memberikann jasa yang di butuhkan konsumen. Membiaran konsumen
menunggu, tanpa alasan yang jelas menimbulkan kesan negative yang
tidak seharusnya terjadi. Ada 4 indikator Responsiveness menurut
Antreas(dalam Lubis,2013) yaitu informative, kecepatan pelayanan,
kesediaan membantu dan sigap.

Dari beberapa teori di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa
pegawai kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar
senantiasa mendengar keluhan yang ada dari masyarakat guna
meningkatkan pelayanannya. Kemampuan yang di miliki oleh para

pegawai dibidangnya menunjang atau mendukung pemberian pelayanan
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yang tidak hanya cepat namun juga tepat. Namun di balik kemampuan
melayani dengan cepat dan tepat tidak dipungkiri ada saja hal yang bias
saja menjadi penghambat pelayanan yang cepat itu. Seperti yang
diungkapkan pegawai pada saat wawancara yang meengakui bahwa
terkadang jaringan tidak mendukung pada saat penginputan data, sehingga
pelayanan yang dibeerikan terkesan lambat di luar dari kendali pegawai
yang berusaha memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Selain
itu masih minimnya wadah untuk menyalurkan keluhan masyarakat baik
online maupun offline.
d. Dimensi Assurance (Jaminan)

Asuransi yaitu kemampuan pegawai memberikan jaminan dan
kepastian terhadap konsumen dan sehingga dapat menumbuhkan
kepercayaan dari penerima pelayanan. Dimensi assurance ini ditentukan
oleh indikator indikator yaitu petugas memberikan jaminan tepat waktu
dalam pelayanan serta jaminan kepasstian biaya dalam pelayanan di kantor
Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar. Menurut Lupiyoadi
dan Hamdani(2006) Jaminan (Assurance) adalah pengetahuan , kesopan
santunan dan kemampuan pegawai dalamm menumbuhkan rasa percaya
para konsumen.

Assurance dalam sistem pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Kepulauan Selayar. Bias di lihat dari jam buka pelayanan, yang
berguna untuk memberikan kepasstian kepada para masyarakat kapan

waktu yang tepat untuk meminta pelayanan. Selain itu salah satu pegawai
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pelayanan publik mengungkapkan bahwa tidak adanya biaya atas
pelayanan yang diberikan. Semua pelayanan yang diberikan secara gratis
tanpa di pungut biaya apapun.

Rangkaian analisis pada indikator di atas dapat di jelaskan bahwa
kualitass pelayanan di Kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan
Selayar terbilang baik. Indikator- indikator dalam dimensi tersebut
mendapatkan hasil yang positif dan baik untuk masyarakat. Dimana
pegawai memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan, adapun
keterlambatan yang ada di luar dari control petugass itu sendiri, serta
jaminan tidak adanya pungli dalam proses pelayanan.

e. Dimensi Empathy (Empati)

Menurut Tjipto(2014) empati meliputi kemudahan dalam menjalin
relasi,, komunikasi yang baikperhatian pribadi, dan pemahaman atas
kebutuhan individual pelanggan.

Secara umum Empathy vyaitu sikap dan perilaku yang selalu
memperhatikan dan peduli terhadap kepentingan pelanggan secara
individual. Sikap mendahulukan kepentingan masyarakat, sikap ramah,
sopan juga santun, serta tidak membeda bedakan masyarakat pengguna
pelayanan. Dimensi Empathy ditentukan oleh indikator-indikator yaitu
mendahulukan kepentingan masyarakat, bersikap sopan dan santun, dan
tidak diskriminatif,

Masyarakat sebagai pengguna harus mendapat pelayanan yang

memuaskan. Selain itu dalam pemberian pelayanan pegawai senantiasa
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sopan dan santun serta ramah, seperti menyakan apa yang bisa di bantu,
menanyakan keluhan atau permasalahan yang ingin di tanyakan. Dan yang
terpenting pegawai tidak membeda bedakan massyarakat yang datang,
semuanya di layani sesuai dengan standarnya. Hal tersebut di katakana
sudah menjadi hal pasti yang harus di terapkan dalam pemberian pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara indikator di atas peneliti berpendapat
bahwa tingkat pelayanan di kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Kepulauan Selayar sudah baik. Dimana hamper semua dimensi dan
indikator pelayanannta di jalankan dengan baik meskipun ada yang masih
kurang. Tetapi hal tersebut di luuar dari kemampuan pegawai yang ada,
seperti misalnya jaringan yang bermasalah, atau stok blanko yang di

sediakan di kantor DUKCAPIL.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di

Kantor Mal Pelayaan Publik dengan judul “Efektifitas Pelayanan Pada Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar.” maka dengan ini penulis
memberikan kesimpulan bahwa hasil wawancara berdasarkan 5 (lima) dimensi
yaitu sebagai berikut

1. Tangible (Bukti Fisik)

Dari hasil penelitian yang ada penampilan petugas dalam melayani
masyarakat para petugas di kantor Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Kepulauan Selayar sudah menerapkan indikator tersebut. Kemudian
indikator kenyamanan tempat dalam proses pelayanan yaitu
tersedianya kursi di ruang tunggu, parkiran yang luas, juga kebersihan
tempat yang terjamin serta penggunaan alat bantu seperti computer
kamera dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas
pelayanan terkait indikatot Tangibles masuk dalam kategori Cukup
Efektif.

2. Reliability (Keandalan)

Proses pelayanan dimensi Reliability, indikator yang digunakan
sudah terpenuhi atau sudah diterapkan dalam proses pelayanan seperti
kecermatan pegawai, memiliki standar pelayanan yang jelas,

kemampuan dan keahlian petugas dalam pengoperasian alat bantu. Hal
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tersebut tentunya memudahkan masyarakat maupun petugas dalam
proses pelayanaan publik. Sebab kehandalan dan standan yang jelas
dimiliki oleh petugas. Sehingga pada dimensi ini dapat di kategorikan
Cukup Efektif.

3. Responsiveness (Daya Tanggap)

Dari hasil wawancara dapat dilihat dalam proses pelayanan petugas
senantiasa memberikan tanggapan atas keluhan yang ada dari
masyarakat seperti penyediaan pengaduan baik itu offline maupun
online, juga selalu mengupayakan pelayanan yang tidak hanya cepat
namun juga tepat. Hal tersebut menunjukan bahwa proses pelayanan
terkait indicator Responsiveness terbilang Efektif

4. Assurance (Jaminan)

Dari hasil wawancara beberapa informan yang ada di Kantor MPP
Kabupaten Kepulauan Selayar menjamin semua pelayanan dilakukan
tanpa ada pungutan biaya atau pungli didalamnya. Semua pelayanan
dilakukan secara gratis tanpa terkecuali. Namun untuk jaminan tepat
waktu petugas belum bisa menjajikan hal tersebut di karenakan
beberapa proses pelayanan menggunakan aplikasi dari pusat yang
terkadang mengalami gangguan Kkarena jaringan yang Kkurang
mendukung. Hal di atas dapat disimpulkan bahwa proses pelayanan
pada dimensi Assurance ini terbilang Efektif.

5. Empathy (Empati)

Hasil wawancaara menunjukan bahwa semua indikator yang ada
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terpenuhi dengan maksimal, diantaranya petugas yang mendahulukan
kepentingan pelanggan di atas kepentingan pribadi, petugas yang
bersikap ramah, sopan, dan santun, serta tidak adanya tindakan
dikriminatif dalam proses pelayanan. Hal tersebut menunjuka bahwa
proses pelayanan terkait indicator Empathy dapat di kategorikan
Efektif.

Dari 5 indikator di atas dapat di simpulkan bahwa proses
pelayanan dapat disimpulkan bahwa proses pelayanan di MPP
Kabupaten Kepulauan Selayar telah memberikan pelayanan yang

Efektif.
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B. Saran
1. DPMPTSP
Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pelayanan publik, seperti AC atau Kipas, Atap/Plafon, serta wifi yang
memadai sehingga masyarakat lebih merasa nyaman juga proses
pelayanan yang cepat lebih terjamin. Serta melakukan sosialisasi
terkait prosedur pelayanan di bidang peelayanannya masing-masing.
2. Masyarakat Penerima Layanan
Masyarakat diharapkan lebih teliti dalam mencari tahu apa saja
yang di butuhkan dalam prosedur pelayanan. Misalnya dengan cara
menanyakan kepada petugas yang ada di bidang pelayanan jasa yang
dibutuhkan. Sehingga memudahkan petugas dalam menginput data
atau berkas yang ingin di proses, hal tersebut juga dapat meminimalisir
terhambatnya proses pelayanan.
3. Penelitian berikutnya
Dalam penelitian ini saya rasa yang menjadi kekurangannya adalah
masih kurangnya indikator yang digunakan. Dengan adanya
kekurangan tersebut, saya harap peneliti berikutnya dapat
memperdalam indikator yang digunakan sehingga peneliti lebih
mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pelayanan

kedepannya.
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09 Oktober 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti'di h ini:
Nama : MUH NUR HIDAYAT ‘
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Program Studi - Imu Administrasi
Pekerjaan/Lembaga . _Mahasiswa (S1)
Alamat - JI. Slt Alauddin No£259 Makassar

PROVINS!I SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI,
dengan judul :

" EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 70 Oktober s/d 10 November 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 10 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pangkat : PEMBINA TINGKAT |
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.
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SURAT KETE NELITIAN
Nomor : 800/389/X/2024/DPMPTSP
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MUH. NUR HIDAYAT
Nomor induk Mahasiswa : 1056 11125919
Program studi : limu Administrasi Negara
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar
Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
Alamat Peneliti : Benteng
Lokasi Penelitian : Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar
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“EFEKTIFITAS PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR"

Lamanya Penelitian : 2024-10-15 s/d 2024-11-15
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang beriaku, serta menghormati
Adat Istiadat setempat. / ELE

2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.

3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata
tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Benteng
Pada tanggal : 21 Oktober 2024
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Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
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Tiniversitas Muhammadiyah Makassar Mengannakan Aplikasi Turnitin,

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

seperlunya.
Makassar, 02 Januari 2025
Mengetahui

Kepala UPT- Pegpustakaan dan Pemnerbitan,

JI. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www library.unismuh.ac.id
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2007 peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Minasa Upa dan
tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 21 Makassar
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